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MOTTO 

مُؤْمِنيِناَ كُنْتمُاْ إنِاْ الْْعَْلوَْناَ وَأنَْتمُاُ تحَْزَنوُا وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ  

“jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu 

paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.” 

(QS. Ali Imran: 139) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini di latar belakangi oleh pentingnya ke 

pemilikan E-KTP bagi setiap masyarakat guna tata tertib 

administrasi yang merupakan hak dasar dan syarat dasar untuk 

memperoleh pelayanan publik lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman 

dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Kabupaten Kendal serta 

untuk mengetahui implikasinya terhadap tertib administrasi di 

Kabupaten Kendal. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan 

atau field research yang akan langsung dilaksanakan dilapangan 

dengan menggunakan pendekatan Non Doktrinal atau yuridis 

sosiologis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

wawancara dan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan dengan 

staf Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah dan staf Kecamatan 

Kendal. Hasil wawancara mendapatkan informasi terkait bentuk 

pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terhadap 

pembuatan E-KTP di Kabupaten Kendal yaitu menerima laporan 

masyarakat serta menindak lanjuti laporan, dan melakukan 

kegiatan monitoring dan diskusi bersama beberapa kecamatan di 

Kabupaten Kendal secara berkala. Dengan adanya pengawasan 

Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah dengan cara monitoring dan 

memantau dari webside spkmlapor.Go.id, pelayanan pembuatan 

E-KTP di Kabupaten Kendal menjadi Lebih baik. Selain hal 

tersebut. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, salah satu bentuk 

pengawasan Ombudsman terhadap pelayanan pembuatan E-KTP 

di Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008. Implikasinya terhadap tertib administrasi 

bahwa pelayanan publik dari pembuatan E-KTP di Kabupaten 

Kendal merupakan hak dasar bagi masyarakat untuk dapat 

memperoleh pelayanan publik lainnya, sehingga pelayanan 

pembuatan E-KTP sangat bermaanfaat bagi masyarakat dan 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 

memiliki peran penting dalam mengawasi pelayanan pembuatan 

E-KTP agar berjalan dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan Setiap warga negara dimanapun, hal tersebut 

telah menjadi tuntutan masyarakat yang selama ini hak-hak 

sipil mereka kurang memperoleh perhatian dan pengakuan 

secara layak, sekalipun hidup di negara hukum Republik 

Indonesia. Padahal pelayanan kepada masyarakat (pelayanan 

publik) dan penegakan hukum yang adil merupakan dua aspek 

yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan 

demokratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, keadilan kepastian hukum, pemerintah yang 

bersih dan transparan (clean government dan good 

governance).  

Reformasi pelayanan publik dapat berjalan optimal jika 

proses reformasi birokrasi berjalan optimal pula. Pelaksanaan 

pelayanan publik tidak akan berjalan di tengah-tengah sistem 

dan personalitas aparatur birokrasi yang kurang. Reformasi 

pelayanan publik beriringan dengan reformasi birokrasi. Patut 

Ditekankan pula, berbicara birokrasi bukan berbicara individu 

(personal), namun berbicara birokrasi adalah berbicara 

sistem. Artinya, reformasi ditubuh birokrasi bukan hanya 

sekedar melakukan pembenahan person to person yang 

menjabat (pejabat), namun pembenahan sistem organisasi 

(lembaga pemerintahan). Paradigma inilah yang harus 

diluruskan. Terkadang jika muncul kasus ditubuh birokrasi, 

yang disorot hanyalah sekadar personal, bukan dilihat dari 

sistem yang ada di dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Tidak 

salah anggapan itu, tetapi juga tidak benar 100 persen.  

Setelah reformasi bergulir, reformasi mengamanatkan 

perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan 

bermasyarakat, yaitu kehidupan yang didasarkan pada 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis, 

sejalan dengan semangat reformasi itu, pemerintah 

melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem 
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ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia. 

Perubahan yang dimaksud antara lain dengan membentuk 

lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga 

pemerintahan yang baru, salah satu dianataranya adalah 

Komisi Ombudsman Nasional atau juga yang lazim disebut 

Ombudsman Nasional.1 

Pembentukan Lembaga Ombudsman bertujuan untuk 

membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang 

kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui peran serta 

masyarakat.2 Sebelum reformasi penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan diwarnai dengan praktek maladminstrasi, 

antara lain terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga 

mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan, demi terwujudnya 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan 

efesien, jujur, bersih, terbuka, serta bebas dari korupsi, kolusi, 

dan nepotisme. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan 

yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu 

aparatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan, juga 

penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik.3 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan keberadaan Perwakilan Ombudsman di 

Provinsi dan/atau kabupaten/kota. Fungsi, tugas, dan 

wewenang Perwakilan Ombudsman di daerah tidak hanya 

 
1 Muhammad Isa Sya’roni, "Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik 

Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik", Al-Daulah: 

Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol, 5 No, 1, 2015, hlm 24-204. 
2 Nurul Laili Fadhilah, "Urgensitas Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan 

Publik", Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol, 2 No, 28, 2015, 

hlm 36-130. 
3 Felicya A.P and M. fachri A, "Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan 

Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat", Jurnal 

Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Vol, 2 No, 8, 2020, hlm 36-38. 
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terbatas pada penanganan penyelenggaraan pelayanan publik 

bidang pelayanan jasa dan pelayanan barang. Makna 

pelayanan publik yang ditentukan oleh Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sangat luas 

dibanding dengan makna maladministrasi yang ditentukan 

dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan 

diatas, dibentuklah. Perwakilan Ombudsman.4 

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan 

publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara dan 

pemerintah baik dipusat maupun didaerah. Dalam hal 

penanganan laporan juga terdapat perubahan yang 

fundamental karena Ombudsman diberi kewenangan besar 

dan memiliki subpoena power (kekuatan memaksa), 

rekomendasi yang bersifat mengikat, investigasi, serta sanksi 

pidana bagi yang menghalang-halangi Ombudsman dalam 

menangani Laporan. Ruang lingkup pengawasan Ori Ada 3, 

yakni jasa publik, administrasi publik, barang publik. Jadi E-

ktp termasuk ruang lingkup Pengawasan Ombudsman 

(Administrasi publik) dan menghindari terjadinya 

maladministrasi.5 

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung 

jawab pemerintah kabupaten/kota, dimana dalam 

pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung 

tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar 

secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan 

tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar 

 
4 Yusnani Hasjimzoem, "Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia", Jurnal 

Ilmu Hukum, Vol, 2 No, 8, 2015, hlm192–207. 
5 Adhar Hakim, "Fungsi Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah 

Terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik" 

2015,hlm 1-18. 



 
 

4 
 

penduduk sebagai warga negara merasa dapat pelayanan yang 

memuaskan.6 

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai 

pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai 

dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah 

mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan 

program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi 

Manajemen Kependudukan (SIMDUK). SIMDUK adalah 

sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, 

dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan 

segala perubahannya. SIMDUK merupakan suatu aplikasi 

untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi 

Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP)7, Akte 

Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. 

Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data 

kependudukan. 

Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan 

SIMDUK ini pemerintah merasa perlu menggantinya dengan 

sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga 

lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk 

melengkapi data kependudukan. Untuk membantu berbagai 

pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai 

dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah 

merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan peraturan 

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006, KTP merupakan dokumen kependudukan pribadi 

 
6 Warokka Mikhael, ‘Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik 

Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme’, Lex Privatum, Vol, 5 No, 1 

2017, hlm 97–104. 
7 Pranawa Burham, ‘implementasi kebijakan elektronik kartu tanda penduduk (e-

ktp)i desa jetis kecamatan kaliwungu kabupaten semarang’, Jurnal Bedah Hukum 

Universitas Boyolali, Vol, 2 No, 1, 2018, hlm 51–61. 



 
 

5 
 

seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan dokumen 

kependudukan yang bisa dipertanggung jawabkan warga 

negara bisa mengurus surat-surat penting lainnya, kapan saja 

dan dimana saja. Sehingga Pemerintah perlu memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat menyangkut dokumen 

kependudukan tersebut.8 

KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang 

memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi 

administrasi ataupun teknologi informasi pada data base ke 

pendudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan 

memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor induk 

kepandudukan (NIK).9 NIK merupakan identitas tunggal 

setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Pelayanan 

Administrasi Kependudukan di Indonesia semakin hari 

dituntut semakin lebih baik. Program KTP Elektronik pada 

masyarakat adalah untuk mengganti menggantikan KTP yang 

lama sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan 

menyesuaikan termologi informatika.  

Pemgaduan yang ada di Kabupaten Kendal ada tiga(3) 

orang pelapor tentang Penerbitan E-KTP yang lama dan 

dugaan terjadinya pungli, Apabila tidak ada Kartu Tanda 

Penduduk Elektronic (e-KTP) berimbas terhadap rendahnya 

tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgub 27 Juni, salah satu 

contoh menurut Nur Rakhman lambannya proses perekaman 

e-KTP turut menghambat pengurusan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Disdukcapil diminta mengedepankan 

pelayanan sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo bahwa 

 
8 Felicya Astwilanda Putri and M. Fachri Adnan, "Upaya Pencegahan 

Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di 

Provinsi Sumatera Barat", Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik 

(JMIAP), Vol, 2 No, 1, 2020, hlm 33–41. 
9 Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Pelaksanaan Program e KTP Dalam 

Rangka Tertib Administrasi Kependudukan" Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang,  

Vol, 2 No, 5, 2016. 
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membuat e-KTP tidak boleh ada hambatan.10  Dengan 

demikian, ke pemilikan E-KTP bagi setiap masyarakat sangat 

penting guna tata tertib administrasi yang merupakan hak 

dasar dan syarat dasar untuk memperoleh pelayanan publik 

lainnya. 

Proses Pembuatan E-KTP di Kabupaten Kendal: 

a) Penduduk datang ke tempat pelayanan dengan membawa 

surat panggilan dan persyaratan di atas. 

b) Pemohon mengambil Nomor antrian. 

c) Pemohon menunggu pemanggilan Nomor antrian. 

d) Pemohon menuju ke loket yang di tentukan. 

e) Petugas melakukann verifikasi data penduduk dan 

database. 

f) Petugas mengambil foto pemohon secara langsung. 

g) Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam 

tanda tangan. 

h) Petugas merekam sidik jari dan scan retina mata. 

i) Petugas membubuhkan tanda tangan dan stampel pada 

surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa 

penduduk telah melakukan perekaman foto, tandatangan 

dan sidik jari. 

j) Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil. 

Pada proses pembuatan E-KTP di Kabupaten Kendal, 

tepatnya pada tahun 2021 terdapat laporan keluhan bahwa 

proses yang lama dan tak kunjung terbit. Sehingga seringkali 

dijumpai adanya biaya pendaftaran agar E-KTP dapat terbit 

lebih cepat, hal tersebut dapat dikatakan sebagai dugaan 

pungli dalam pelayanan pembuatan E-KTP. Dalam hal ini 

diperlukan pengawasan lebih lanjut agar pelayanan 

pembuatan E-KTP dapat berjalan dengan baik tanpa adanya 

pungli, Kabupaten Kendal menjadi tempat kurangnya 

pelayanan publik dikarenakan kurangnya petugas yang ada 

sehingga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 

 
10 Nurfitri W, dkk "Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(KTP-EL), Jurnal Ilmiah Ilmu Aministrasi Publik", Vol, 7 No, 1, 2017. 
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Tengah melakukan pengawasan dan monitoring agar 

pelayanan di Kabupaten Kendal memenuhi Standar 

Pelayanan Publik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini 

menarik unruk dilakukan agar mendapat informasi lebih 

mendalam dengan mengangkat judul “Pengawasan 

Ombudsman Dalam Pembuatan E-KTP Di Kabupaten Kendal 

Dan Implikasinya Terhadap Tertib Administrasi 

Kependudukan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diambil rumusan  

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 

Tengah dalam pelayanan pembuatan E-KTP di 

Kabupaten Kendal? 

2. Bagaimana implikasinya terhadap tertib administrasi di 

Kabupaten Kendal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui Analisa dan pengawasan yang dilakukan 

oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 

Tengah dalam pelayanan pembuatan E-KTP di 

Kabupaten Kendal. 

2. Mengetahui implikasinya terhadap tertib administrasi di 

Kabupaten Kendal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Sebagai tambahan referensi mengenai peran 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 

Tengah dalam pelayanan e-KTP. 

b. Memperluas serta menambah wawasan ilmu 

pengetahuan Dalam Pengawasan Ombudsman 

dalam pelayanan pembuatan e-KTP Di Kendal 

menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Manfaatnya bagi masyarakat Kendal 

yakni untuk menghindari adanya maladministrasi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2008 tentang ombudsman RI maladministrasi 

yakni perilaku melawan hukum, melampaui 

wewenang, menyalahgunakan wewenang untuk 

tujuan tetrtentu dalam pelayanan public,11 

sehingga agar terhindar dari itu manfaat bagi 

kebupaten Kendal agar terhindarnya terjadi 

maladministrasi. Memberikan wawasan pelayan 

ombudsman kepada semua kalangan masyarakat 

Kendal termasuk penulis dalam menanggapi 

permasalahan hukum, apabila pelayanan hukum 

bagi masyarakat Kendal kurang puas ataupun 

terjadinya maladministrasi segera laporkan ke 

ombudsman perwakilan jawa tengah karena 

instansi tersebutt berwenang mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik baik yang 

diselengarakan oleh badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah dan badan hukum milik 

negara serta badan swasta atau perseorangan yang 

di berikan tugas menyelenggarakan pelayanan 

publik, deibentuknya ombudsman ini untuk 

mewujudkan negara hukum yang demokratis,adil 

 
11 Khoirul Huda, ‘Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Mal-Administrasi 

Dalam Pelayanan Publik’, Jurnal Heritage, Vol 2, No, 2, 2014, hlm 30–42. 
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dan sejahtera, bila mana terjadinya mal-

administrasi laporkan saja maupun pelayanan 

publiknya buruk dan nanti akan diberitahu tentang 

tata cara pelaporan ke ombudsman bagaimana12 . 

b. Bagi Ombudsman 

Sudah menjadi Tugas ombudsman 

Apabila memperhatikan fungsi Ombudsman 

sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

Undaang Nomor 37 Tahun 2008, maka 

Ombudsman sesungguhnya merupakan salah satu 

unsur dalam sistem pengawasan di Indonesia 

yakni unsur pengawasan masyarakat13. Agar 

memberantas oknum oknum yang ingin 

melakukan maladministrasi masalah yang ada di 

masyarakat, mempermudah tugas ombudsman 

dalam hal penyimmpangan yang dilakukan 

oknum oknum tertentu dan apa yang terjadi di 

masyarakat seperti bentuk-bentuk mal-

administrasi penyimpangan prosedur, Tindakan 

diskriminatif, penyalahgunaan wewenang, 

termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban 

hukum, permintaan imbalan dll14. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakaan telaah terkait 

laporan-laporan penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Kajian penelitian yang relevan 

digunakan agar tidak terjadi pengulangan kata atau 

 
12 Setiadjeng Kadarsih, ‘Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia 

Dalam Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2008’, 

Jurnal Dinamika Hukum, Vol, 10 No, 2, 2010, hlm 175–82. 
13 Ayu Desiana, ‘Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik’,Jurnal Ilmu Hukum, 6.2 (2013), 176. 
14 Felicya A.P and M. fachri A, "Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan 

Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat", Jurnal 

Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Vol, 2 No, 8, 2020, hlm 36-38.. 
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plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam penelitian 

kali ini yaitu tentang pengawasan Ombudsman Republik 

Indonesia terhadap pelayanan publik pembuatan E-KTP. 

Skripsi Imam Mashudi tahun 2019 berjudul, 

“Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam Mencegah dan 

Mengatasi Maladministrasi Pembuatan E-KTP di Provinsi 

Jambi”. Fokus penelitian penulis adalah peran 

Ombudsman dalam pembuatan E-KTP di Provinsi Jambi. 

Dari penelitin tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

kedudukan dan peranan Ombudsman sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dengan solusi 

pencegahan maladministrasi dengan membuat Kerjasama 

(MOU) apabila ditemukan pelanggaran maladministrasi.15 

Skripsi Siti Maisaroh tahun 2019 dengan judul 

“Peran Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan 

Pembuatan KTP-El di Kota Bandar Lampung menurut 

Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2008”. Fokus penelitian yang dikaji adalah peran 

Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2008 dan menurut fiqh siyasah dalam pembuatan KTP-el. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah 

Ombudsman memiliki 2 bentuk pengawasan dengan 

menerima laporan atas dugaan maladministrasi dan 

melakukan monitoring. Dan menurut fiqh siyasah peran 

Ombudsman dalam pengawasan pembuatan KTP-el sudah 

sesuai dan tidak bertentangan dengan pengawasan al-amr 

bi al-ma’ruf wa al-nahy an al-munkar.16 

Jurnal yang ditulis Dyah Swastika dan Sri Hari 

Susanto yng berujudul “Peran Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam Penyelesaian 

 
15 I Mashudi, Skripsi ‘Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mencegah dan 

Mengatasi Maladministrasi Pembuatan E-Ktp Di Provinsi Jambi’, Universitas 

Sulthan Jambi 2019. 
16 Maisaroh S, Skripi ‘Peran Ombudsman Pengawasan Pelayanan Pembuatan 

KTP-EL di Kota Bandar Lampung Menurut Fiqh Siyasah dan Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008’, Universitas Islam Raden Intan, Bandar Lampung, 2019. 
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Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan”. Dalam 

kajiannya peneliti mengkaji terkait peran Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik bidang 

Pendidikan serta kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan tugasnya. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian tersebut yaitu proses tindak lanjut terhadap 

laporan dengan cara klarifikasi lngsung maupun tidak 

langsung. Untuk kendala yang dialami yaitu ketidak 

adanya anggaran untuk pengawasan di bidang Pendidikan 

tersebut, serta luasnya wilayah kerja sehingga tidak dapat 

melakukan monitoring ke seluruh wilayah kerja.17 

Jurnal yang ditulis Setiajeng Kadarsih dengan 

judul “Tugas dan Wewenang Ombudsman Repulik 

Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 

Tahun 2008”, fokus penulis mengkaji terkait peranan 

Ombudsman dalam pelayanan publik. Hasil yang 

disimpulkan oleh penulis adalah Ombudsman bertugas 

menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan tugas 

lin yang diberikan oleh Undang-Undang.18 

Jurnal yang di tulis Dyah Hariani dan Yanti Nur I 

dengan judul “Analisis Kinerja Ombudsman Perwakilan 

Jawa Tengah dalam Rangka penanganan Laporan 

Masyarakat”, Fokus penulis adalah Tentang kinerja 

Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah dalam Penanganan 

 
17 Dyah Swastika, Sri Nur Hari Susanto, and Henny Juliani, ‘Peran Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Penyelesaian Pengaduan 

Pelayanan Publik Bidang Pendidikan’, Administrative Law & Governance 

Journal, 5.1 (2022), 21–38. 
18 Setiajeng kadarsih”tugas dan wewenang ombudsman republik 

indonesia dalam pelayanan publik menurut uu no.37 tahun 2008”. Jurnal 

dinamika hukum Vol, 10 No, 2, (2010). 
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Laporan Masyarakat factor dan penghambat dalam kinerja 

Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah.19 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan tata cara terkait 

proses penelitian tersebut dilakukan.  Untuk memperoleh 

informasi dan data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metodologi:20 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian kali ini yaitu penelitian lapangan 

atau field research yang akan langsung dilaksanakan 

dilapangan, penelitian ini memiliki kompleksitas yang 

tinggi dengan melibatkan pendekatan antar disiplin 

ilmu, tidak hanya hukum saja melainkan ada ekonomi, 

sosial dan budaya, penelitian juga melibatkan pihak 

terkait seperti pemerintah, swasta, masyarakat, 

kelompok maupun individu.21 Objek dalam penelitian 

ini yaitu pengawasan Ombudsman dalam pembuatan 

E-KTP yang memiliki kewenangan untuk mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik, karena tiap warga 

negara wajib memiliki E-KTP di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal. 

 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

Non Doktrinal atau yuridis sosiologis yaitu penelitian 

secara langung dengan melihat kenyataan yang ada 

 
19  Dyah Hariani and Tri Yanti Nur Irson Sitorus, ‘Analisis Kinerja Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Rangka Penanganan 

Laporan Masyarakat’, Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi 

Ilmuwan Administrasi Negara), Vol, 7 No, 1, (2019), hlm 31-42. 
20 Sugiyono, ‘Memahami Penelitian Kualitatif’, Bandung: Alfabeta, 2016,hlm 1–

23. 
21 Nina Nurdiani, ‘Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan’, 

ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, Vol, 5 No, 2, 

(2014), hlm 11. 
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dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian 

bekerjanya hukum di masyarakat.22 Dalam penelitian 

ini akan melihat bekerjanya hukum positif Undang-

Undang Nomor. 37 Tahun 2008 yaitu tentang 

Ombudsman. Pendekatan pada penelitian ini dengan 

cara implementasi secara yuridis sosiologis, 

Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum 

sebagai institusi sosial yang rill. Melakukan kegiatan 

yang terencana dengan bukan hanya suatu aktifitas dan 

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

norma-norma tertentu untuk mencapai kegiatan yang 

dilakukan masyarakat Kendal mengenai pembuatan E-

KTP.23 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini laksanakan di 2 (dua) tempat, 

lokasi penelitian sebagai berikut: 

 

 

a. Kantor Kecamatan Kendal. 

b. Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Jl. Siwalan 

Nomor 05 Wonodri Kec. Semarang Selatan, Kota 

Semarang.  

 

4. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data 

tersebut. Adapun sumber data dalam penelitian ini 

terdiri atas: 

a. Sumber data primer, yaitu sebuah sumber data 

yang didapatkan secara langsung dari objek 

penelitian, dimana peneliti terjun langsung ke 

lapangan untuk melakukan sebuah  wawancara 

 
22 Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum" Jurnal 

Hukum Dan Peradilan, Vol, 1 No, 2 2012, hlm 189. 
23 Ibid. 
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sehingga mendapatkan data langsung dari objek 

penelitian.24 Wawancara ini akan dilakukan 

dengan staf Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Jawa Tengah yakni dengan: 

1. Achmed Ben Bella, memilki jabatan sebagai 

Kepala Keasistenan Pencegahan Mal 

administrasi di Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. 

2. Sabarudin Hulu, memilki jabatan sebagai 

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan di 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Jawa Tengah. 

3. Elyna Noor Dina Nazla memilki jabatan 

sebagai Kepala Keasistenan dan verifikasi 

laporan di Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Jawa Tengah. 

4. WPR Dewi bertugas pada bagian Kasi 

Pelayanan Umum Kecamatan kendal Kendal.  

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang sudah 

tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti 

dipermudah dalam memperoleh data. Dengan 

demikian peneliti hanya perlu mencari data ini dari 

sumber yang menyediakannya serta tidak perlu 

lagi mencari data tersebut dari sumber aslinya. 

Data sekunder diasosiasikan pada penelitian 

hukum dengan jenis penelitian Normatif/ 

doktrinal, namun sejatinya data sekunder juga 

tetap digunakan pada penelitian hukum empiris 

walaupun penelitian jenis ini sering diasosiasikan 

dengan kecenderungannya dalam mengumpulkan 

data, contoh datanya yakni data laporan 

Ombudsman penilaian pelayanan publik di 

 
24 Ibid. 
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Kabupaten Kendal, tepatnya prosedur pelayanan 

di Kecamatan Kendal25. 

c. Bahan Hukum, Bahan Hukum merupakank 

keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan 

prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk 

peraturan Undang-Undang, perjanjian termasuk 

alat penelusuran hukum, literatur, catatan, laporan, 

panduan-panduan teknis bagi praktek maupun 

pengajaran hukum serta informasi-informasi 

hukum tertulis lainnya yang dapat digunakan 

untuk keperluan pengkajian hukum, baik 

akademis maupun praktis.26 

Bahan Hukum Primer (yaitu bahan-bahan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), 

yang terdiri dari: Norma Dasar Pancasila; 

Peraturan Dasar, Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan 

Publik. 

 

5. Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, penelitian 

menggunakan instrumen sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan tanya jawab yang 

dilakukan secara lisan antara dua orang ataupun 

lebih dan yang berlangsung antara narasumber 

dan pewawancara.27 

 
25 David Tan, ‘Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi 

Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum’, Nusantara: Jurnal Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Vol, 8 No, 8, 2021. 
26 I Ketut Suardita, ‘Penganalan Bahan Hukum (PBH)’, Simdos.Unud.Ac.Id, 

2017, hlm 3. 
27 Ibid. 
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Wawancara yang digunakan kali ini yakni 

interview bebas terpimpin dengan membawa 

kerangka pertanyaan untuk disajikan. Wawancara 

digunakan sebagai metode utama dalam penelitian 

ini, karena terdapat unsur penting guna 

mendapatkan informasi yang diperlukan sehingga 

data yang didapatkan akurat. Metode Wawancara 

ini digunakan untuk mendapat informasi serta 

data mengenai peran Ombudsman dalam 

pengawasan pelayanan pembuatan E-KTP. 

Wawancara ini akan dilakukan kepada staff 

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah yakni 

Achmed Ben Bella memiliki jabatan sebagai 

Kepala Keasistenan Pencegahan Mal 

administrasi, Sabarudin Hulu dengan jabatan 

sebagai Kepala Keasistenan Pemeriksaan 

Laporan, Elyna Noor Dina Nazla yang memiliki 

jabatan sebagai Kepala Keasistenan dan verifikasi 

laporan, dan WPR Dewi sebagai Kasi Pelayanan 

Umum di Kecamatan Kendal.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah 

pengumpulan data melalui sebuah peninggalan 

tertulis, terutama berisi arsip dan juga termasuk 

buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum-

hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan 

penyelidikan atau penelitian. Metode 

dokumentasi ini digunakan sebagai metode 

pelengkap.28 Dokumentasi yang akan didokumen-

tasikan ialah dari data sekunder dan bahan hukum 

yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan 

bahan hukum tersier.  

6. Metode Analisis Data 

 
28 Ibid. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis deskripstif analitis. 

Deskriptif analitis, yakni melakukan deskripsi terhadap 

hasil penelitian29 dengan data yang selengkap dan 

sedetail mungkin memperoleh data yang tepat dari 

penelitian yang akan di lakukan.30 Menurut Bogdan 

sebagaimana di kutip SugiyoNomor analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan 

dan bahan-bahan lain.31 Sehingga mudah dipahami. 

Aktivitas analisis data yaitu reduksi data,penyajian, dan 

mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data, diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyerdehanaan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya setelah data di 

reduksi adalah data display atau menyajikan data. 

Dalam penulisan kualitatif, penyajian dan bisa 

dilakukan dengan bentuk uraian singkat. 

Penyajian data dilakukan dengan 

mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya 

masing-masing, data yang didapatkan dari 

wawancara terkait pengawasan Ombudsman 

dalam pelayanan pembuatan E-ktp di Kabupaten 

Kendal dan terkait implikasinya tehadap tertib 

administrasi di Kabupaten Kendal dari hasil 

 
29 Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, ‘Metode Penelitian’, 

Journal of Chemical Information and Modeling, Vol, 53 No, 9 (2019), hlm 99-

112. 
30 Sugiyono, “Memahami penelitian Kualitatif” Bandung, 2016. 
31 Natalina Nilamsari, ‘Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif’, 

Wacana, 13.2 (2014), hlm 81-177. 
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wawancara tersebut.32 Data yang telah didapatkan 

dari hasil wawancara baik sumber tulisan maupun 

dari sumber Pustaka. Dalam penelitian ini 

menggunakan teks yang bersifat naratif. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah terakhir analisis data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini 

meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai 

berikut:  

1. Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini adalah 

gambaran umum tentang penelitian yang meliputi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. Bab kedua merupakan gambaran umum terkait 

lembaga pengawasan dan pengaduan masyarakat 

dalam Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman Republik Indonesia. Bab ini 

merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk 

membahas bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga 

sub. Pertama, membahas tentang  Undang-Undang di 

Indonesia Nomor. 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman, yaitu asas-asas umum pemerintahan 

yang layak dan lembaga pengawasan dan pengaduan 

masyarakat dalam Undang-Undang di Indonesia. 

Selain itu juga pada bab ini membahas tentang E-KTP 

dan tertib administrasi kependudukan. 

3. Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang 

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Jawa Tengah dalam mengawasi pelayanan 

E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

 
32 Ibid. 
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Kabupaten Kendal. Bab ini terbagi menjadi dua sub. 

Pertama, membahas terkait Gambaran Umum 

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Jawa Tengah, Ombudsman melakukan 

pengawasan pelayanan  pembuatan E-KTP di 

Kabupaten Kendal sesuai dengan proses pembuatan 

E-KTP dan langkah-langkahnya.  

4. Bab keempat merupakan analisis data. Bab ini berisi 

tentang Implikasi kesesuaian Tertib administrasi di 

Kabupaten Kendal terhadap aturan PP dan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008. 

5. Bab kelima merupakan Penutup. Bab ini berisi 

kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, 

penelitian serta pengkajian terhadap pokok masalah, 

dan berisi saran-saran. 
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BAB II 

TINJAUAN TENTANG PENGAWASAN OMBUDSMAN,  

E-KTP DAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

A. Tinjauan Umum Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia  

1. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia 

Institusi pengawasan yang Bernama 

“Ombudsman” Pertama kali lahir di Swedia, namun 

swedia bukanlah negara pertama yang membangun system 

pengawasan Ombudsman. Pada jaman Romawi telah 

terdapat institusi “Tribunal Plebis” yang tugasnya hampir 

sama dengan Ombudsman yakni melindungi hak 

masyarakat lemah dan penyalah gunaan kekuasaan oleh 

para bangsawan.33 Pada mulanya institusi Ombudsman di 

kenal swedia, dan baru satu setengah abad ke penjuru 

dunia. Ombudsman parlamenter kedua dibentuk tahun 

1919 di Finlandia, dan Tahun 1995 di Denmark. Sistem 

Ombudsman telah mencantumkan intitusi Ombudsman ke 

dalam konstitusinya34.  

Apabila di lihat dari isu dan institusi yang 

membentuk, maka Ombudsman dibagi menjadi tiga,  

a. Ombudsman Publik, yakni di bentuk oleh institusi 

publik untuk mengawasi proses pemberian pelayanan 

umum bagi masyarakat sebuah negara, contohnya 

Indonesia dan Irlandia Utara, dan Thailand. 

b. Ombudsman Swasta, yakni dibentuk oleh swasta 

untuk melayani proses pelayanan umum perusahaan 

swasta terhadap konsumennya. Contohnya 

Ombudsman Perusahaan Ansuransi, Real Estate. 

 
33 Setiajeng kadarsih”tugas dan wewenang ombudsman republik 

indonesia dalam pelayanan publik menurut uu no.37 tahun 2008”. Jurnal 

dinamika hukum Vol, 10 No, 2, (2010). 
34 Ibid.,8. 
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c. Ombudsman Hibryd, yakni yang dibentuk oleh 

swasta atas mandat yang di berikan oleh negara untuk 

mengawasi proses pelayanan umum di sektor swasta. 

Pada dasarnya ini merupakan Ombudsman swasta, 

tetapi keberadaannya di amanatkan oleh negara 

dengan Undang-Undang tertentu, contohnya 

Ombudsman Pers di Swedia.35 

Apabila dilihat dari batas wilayah yurisdiksinya, 

maka Ombudsman dibagi menjadi tiga juga, antara lain: 

a. Ombudsman Nasional, yakni yang wilayah kerjanya 

menyangkut seluruh negara dimana ombudsman itu 

berada, contohnya Komisi Ombudsman Indonesia, 

Ombudsman Australia.36 

b. Ombudman Daerah, yakni wilayah kerjanya hanya 

terbatas pada daerahnya tertentu saja disebuah 

negara. Contohnya Ombudsman Yogyakarta, Jawa 

Tengah dan lainnya. 

c. Ombudsman Multinasional, yakni yang wilayah 

kerjanya meliputi beberapa negara. Ombudsman ini 

di bentuk atas kesepakatan masing-masing negara 

akan perlunya membangun sistem pengawasan 

Bersama. Contohnya Ombudsman Eropa37 

 

2. Gambaran Umum Ombudsman Republik Indonesia 

Di Indonesia sendiri pembentukan Komisi 

Ombudsman Nasional (Ombudsman) dilatar belakangi 

oleh suasana transisi menuju demokrasi. Pada saat itulah 

Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia 

memutuskan membentuk Ombudsman sebagai lembaga 

yang diberi wewenang mengawasi kinerja pemerintahan 

 
35 Ibid., 9. 
36 Fitri Kartika Sari and Agustin C Karay, ‘Kewenangan Ombudsman sebagai 

lembaga independen dalam pelaksanaan laporan Masyarakat’, 2.1 (2020), hlm 

13–24. 
37 Ibid. 
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(termasuk dirinya sendiri) dan pelayanan umum lembaga 

peradilan dengan menandatangani Keputusan Presiden 

Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman 

Nasional pada tanggal 20 Maret 2000. Sejak tanggal 07 

Oktober 2008 Komisi Ombudsman Nasional (KON) telah 

berganti nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia 

(ORI) seiring dengan disahkannya Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Susilo 

Bambang Yudhoyono. 

Menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 44 

Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, yang 

dimaksud dengan Ombudsman Nasional adalah lembaga 

pengawasan masyarakat yang berasaskan pancasila dan 

bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, 

monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat 

mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan 

oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan 

terutama dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, 

yang dimaksud dengan Ombudsman Republik Indonesia 

yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga 

negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik baik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 

pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan 

Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau 

Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 

pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.  

Tujuan dibentuknya ORI adalah mewujudkan 

negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; 
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mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan 

yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas 

korupsi, kolusi, dan nepotisme; meningkatkan mutu 

pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga 

negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, 

dan kesejahteraan yang semakin baik; membantu 

menciptakan dan meningkatkan upaya untuk 

pemberantasan dan pencegahan praktik praktik 

maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta 

nepotisme; meningkatkan budaya hukum nasional, 

kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang 

berintikan kebenaran serta keadilan.38  

Dalam menjalankan kewenangannya ORI 

berpegang pada asas mendengarkan kedua belah pihak 

serta tidak menerima imbalan apapun baik dari masyarakat 

yang melapor ataupun instansi yang dilaporkan. 

Ombudsman tidak menyibukkan diri dengan perlindungan 

hukum dalam arti yang sesungguhnya, namun dia menguji 

tindakan-tindakan atas norma kepantasan. 

Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya 

di dukung oleh (dua) Undang-Undang, yaitu Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik dalam melaksanakan 

tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menangani laporan 

dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik39. 

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 

wewenangnya untuk menangani laporan dugaan 

maladministrasi dalam penyelenggraan pelayanan publik, 

Ombudsman menggunakan standar nilai yang menjadi 

asas disetiap gerak nafas insan Ombudsman dalam 

 
38  Sultoni F. and Syofyan H, "perbandingan hukum antara indonesia dengan denmark", 

Vol, 16 No, 1, 2020,hlm 1–12. 
39 Ibid. 
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melayani masyarakat, yaitu atas kepatuhan, keadilan, non-

diskriminasi,tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, 

keterbukaan dan kerahasiaan. Ketentuan persyaratan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang salah 

satunya mengharuskan laporan di sampaikan terlebih 

dahulu kepada instansi terlapor sebelum dilaporkan 

kepada Ombudsman. Menurut Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-

Undangan adalah untuk menyatakan pemenuhan suatu 

kondisi atau persyaratan tertentu.40 Keharusan tersebut 

tidak di penuhi, maka yang bersangkutan tidak 

memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat akan 

seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. 

Adapun penejelasan tentang yang terkait dengan 

Ombudsman. 

3. Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Konstitusi dalam bahasa Indonesia berpadanan 

dengan kata “Constitution” (Inggris), “Constitutie” 

(Belanda), “Constitutionel” (Perancis), “Verfassung” 

(Jerman), “Constitutio” (Latin), “Fundamental Law” 

(Amerika Serikat). Menurut Wirjono Projodikoro 

perkataan “Konstitusi” berarti “pembentukan” berasal dari 

kata kerja “constituer” (Perancis) yang berarti 

“membentuk”. Kini yang dibentuk ialah suatu negara, 

maka “Konstitusi” mengandung permulaan dari segala 

peraturan mengenai suatu negara41. 

Pengertian konstitusi dalam praktik ketatanegaraan 

umumnya dapat mempunyai dua arti:1)lebih luas daripada 

undang-undang dasar dan 2) sama dengan pengertian 

 
40 Jurnal Kolaboratif Sains, ‘Kewenangan Ombudsman Dalam Penanganan 

Laporan Pelayanan Publik Ombudsman ’ s Authority in Handling Reports Publik 

Service’, Vol, 4 No, 37, 2022, hlm 241–46. 
41 Ibid. 
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undang-undang dasar. Kata konstitusi dapat memiliki arti 

lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, 

karena pengertian undang-undang dasar tidak lebih hanya 

meliputi naskah tertulis dan disamping itu masih terdapat 

konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam 

undang-undang dasar, undang-undang dasar mempunyai 

fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan 

pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggara 

kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Undang-

undang dasarlah yang membatasi kekuasaan pemerintahan 

tersebut, dalam anggapan ini undang- undang dasar 

mempunyai fungsi khusus yang merupakan perwujudan 

atau manifestasi dari hukum tertinggi yang harus ditaati, 

bukan hanya oleh rakyat, tetapi oleh pemerintah serta 

penguasa sekalipun.42 

persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap 

konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau 

pembatasan pemerintahan, Amandemen atas UUD 1945 

adalah suatu keharusan dan merupakan amanat dari 

konstitusi itu sendiri sebagai bentuk mereformasi tatanan 

suatu bangsa yang disesuaikan dengan situasi politik, 

hanya saja upaya reformasi itu harus dilakukan dengan 

logika dan akar argument yang jelas serta dijauhkan dari 

upaya mempermainkannya untuk kepentingan jangka 

pendek. Hal ini karena hasil amandemen akan sangat 

menentukan nasib, perjalanan dan kehidupan berbangsa 

dan bernegara di masa mendatang, Konstitusi mempunyai 

peran untuk mempertahankan esensi keberadaan negara 

dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak 

dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil 

 
42 Dyah Swastika, Sri Nur Hari Susanto, and Henny Juliani, ‘Peran Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Penyelesaian Pengaduan 

Pelayanan Publik Bidang Pendidikan’, Administrative Law & Governance 

Journal, 5.1 (2022). 
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penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala 

perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan 

keinginan hati nurani rakyat.43 

Dalam Undang-Undang RI Nomor. 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan 

bahwa Ombudsman merupakan suatu lembaga negara 

yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan 

organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan 

lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, Lembaga 

negara adalah lembaga-lembaga atau organ publik yang 

menjalankan pemerintahan dan tidak berada di bawah 

kendali Presiden. Bersifat “mandiri” secara etimologis 

berarti menunjukan kemampuan berdiri sendiri. Ini 

menjelaskan bahwa mandiri menunjuk pada tidak adanya 

pengaruh dari luar atau bebas dari campur tangan 

kekuasaan lain atau ketidakbergantungan suatu pihak 

kepada pihak lain. 

Jika dilihat dalam pertimbangan pembentukan 

Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, sangat jelas bahwa 

pembentukan Ombudsman bertujuan untuk menegakkan 

hukum dalam hal pelayanan publik serta bagian yang tidak 

terpisahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, 

bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta 

menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh 

warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 

Hal ini tentu keberadaan lembaga Ombudsman Republik 

Indonesia sangat diharapkan oleh masyarakat untuk dapat 

mereformasi tatanan suatu bangsa menjadi tatanan yang 

lebih baik lagi.44 

 
43 M.Khoerul Umam, “Kedudukan Konstitusional Ombudsman Indonesia dalam 

ketatanegaraan Indonesia untuk mewujudkan clean governance”, (Salatiga: 

IAIN Salatiga,2020,147-154). 
44 Ibid. 
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Secara objektif Ombudsman di Indonesia 

membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu 

menjadi penting karena akan memperkuat dasar 

operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia. 

Pengakuan terhadap Ombudsman terus mengalir dari 

waktu ke waktu dan menjadi semakin kuat, khususnya 

setelah dimasukkannya pasal tentang Ombudsman 

Republik Indonesia dalam usulan amandemen UUD 1945 

yang disusun oleh Komisi Konstitusi. Usul pengaturan 

Ombudsman dalam amandemen UUD 1945 oleh Komisi 

Konstitusi dimasukkan dalam pasal 24G ayat 1, berbunyi: 

“Ombudsman Republik Indonesia adalah ombudsman 

yang mandiri guna mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan umum kepada masyarakat”.45 

 

4. Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia 

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik 

manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan 

untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan 

sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah 

terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, 

kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan dan yang berlaku. Hakikat pengawasan 

adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya 

penyimpangan,pemborosan dan penyelewengan, 

hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas 

organisasi.46 

Di dalam buku Diana H.K., Lord Action 

menyatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun 

cenderung untuk disalahgunakan. Dengan adanya 

 
45 Ibid. 
46 Fitri Kartika Sari and Agustin C Karay, ‘Kewenangan Ombudsman sebagai 

lembaga independen dalam pelaksanaan laporan Masyarakat’, 2.1 (2020), hlm 

12–28. 



 
 

28 
 

keleluasaan bertindak dari administrasi negara yang 

memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, terkadang 

dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri, 

maka wajar apabila diadakan pengawasan terhadap 

jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar 

jangan sampai keadaan negara menjurus ke arah diktator 

tanpa batas, yang bertentangan dengan ciri negara 

hukum.47 

Pada sisi lain berarti pula ada suatu sistem 

perlindungan bagi yang diperintah oleh karena adanya 

tindakan diskresi (freies ermessen) serta perlindungan 

terhadap administrasi negara itu sendiri agar sikap dan 

tindakannya baik dan benar menurut hukum, baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis. Cara-cara pengawasan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diperinci 

sebagai berikut:48 Pertama, ditinjau dari kedudukan 

badan/organ yang melaksanakan pengawasan, maka cara 

pengawasannya adalah pengawasan intern dan ekstern. 

Kedua, ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya 

maka terdapat pengawasan preventif/ pengawasan apriori 

dan pengawasan represif/pengawasan aposteriori. Ketiga, 

pengawasan dari segi hukum. Pengawasan adalah proses 

kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang 

dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan 

apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. 

Hasil pengawasan ada yang mempunyai akibat hukum, 

namun sebagian besar bersifat politis, administratif 

(ketatausahaan, organisasional, manajerial, operasio), atau 

teknis-fungsional.49 

 
47  Setiajeng kadarsih”tugas dan wewenang ombudsman republik 

indonesia dalam pelayanan publik menurut uu no.37 tahun 2008”. Jurnal 

dinamika hukum Vol, 10 No, 2, (2010). 
48 Ibid. 
49 Khoirul H, "Kewenangan Ombusdman RI Dalam Menangani Tindakan", Jurnal 

Hariteg, Vol 3, No, 1, 2015. 
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5. Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia 

Kewenangan lahir karena kekuasaan yang sah. 

Kekuasaan yang sah akan menciptakan hukum, sebaliknya 

hukum memberi legitimasi terhadap kekuasaan sehingga 

dapat dikatakan sebuah kekuasaan yang sah.50 Apabila 

berbicara tentang sumber-sumber kewenangan yang turut 

menjaga kinerja pemerintahan tentunya hukum harus di 

jadikan acuan, oleh sebab itu di dalam negara hukum 

dikenal dengan asas legalitas yang menjadi pilar utamanya 

dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan 

dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan 

kenegaraan di negara hukum terutama bagi negara-negara 

hukum dengan sistem eropa kontinental. 

Secara terdapat tiga cara untuk memperoleh 

kewenangan yakni: 

1. Atribusi yakni wewenang pemerintahan yang di 

peroleh dari peraturan Perundang-Undangan. Artinya 

wewenang pemerintahan diatur dalam peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 

2. Delegasi adalah wewenang yang diperoleh atas dasar 

pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan 

yang lain. Sifat dan wewenang atribusi, akibat hukum 

Ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab 

penerimaan delegasi. 

3. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang pada 

umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dengan 

bawahan. Apabila tinjau dari segi tanggung jawabnya 

maka pada wewenangan mandat itu berada pada si 

oemberi mandat. 

Dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 menjelaskan  tentang  kewenangan 

ombudsman ialah : 

 
50 Muhamad Muhdar, ‘Penelitian Doctrinal Dan Nomorn-Doctrinal: Pendekatan 

Aplikatif Dalam Penelitian Hukum’, April, 2019. 
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Ayat (1) 

a. Meminta keterangan secara lisan dan tertulis dari 

pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai 

laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. 

b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen 

lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk 

mendapatkan kebenaran suatu laporan. 

c. Meminta klarifikasi dan/ atau salinan atau photocopy 

dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk 

pemeriksaan dari instansi terlapor. 

d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor 

dan pihak lain yang terkait dengan laporan. 

e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi 

atas permintaan para pihak. 

f. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian 

laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti 

rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. 

g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, 

kesimpulan, dan rekomendasi. 

Ayat (2) 

a. Menyampaikan salam kepada presiden, kepala daerah, 

atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna 

perbaikan dn penyempurnaan organisasi dan/atau 

prosedur pelayanan publik. 

b. Menyampaikan salam kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan/atau Kepala Daerah agar terhadap Undang-

Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya 

diadakan perubahan dalam rangka mencegah 

maladministrasi. 

 

6. Tugas Ombudsman Republik Indonesia 

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

Menjelaskan Tugas Ombudsman, Pembentukan 

Ombudsman Republik Indonesia di tingkat daerah 

bertujuan mendekatkan pelayanan Ombudsman kepada 
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masyarakat luas. Peran pokok Ombudsman adalah 

menangani keluhan masyarakat, menyangkut keputusan 

atau tindakan administrasi pemerintahan dan pelayanan 

umum, melindungi orang dari pelanggaran hak, 

penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan, pengabaian, 

keputusan yang tidak adil dan kesalahan administratif.51 

Peranan Ombudsman ini diarahkan agar kinerja 

administrasi pemerintahan di level pusat maupun daerah 

dapat diperbaiki dan ditingkatkan, tindakantindakan 

pemerintah dapat lebih terbuka dan pemerintah dengan 

birokrasinya bisa lebih akuntabel terhadap masyarakat 

luas. Selain itu, Ombudsman mempunyai kewenangan 

untuk melakukan penyelidikan secara obyektif atas 

keluhan masyarakat umum mengenai pelayanan umum 

dan administrasi pemerintahan, dan dapat juga atas 

inisiatif sendiri melakukan penyelidikan, sekaligus 

mendaftarkan keluhan tersebut. Tugas Ombudsman yakni: 

a. Menerima laporan atau dugaan Maladministrasi dalam 

pelayanan public. 

b. Melakukan Pemeriksaan subtansi atas laporan. 

c. Menindak Lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang 

lingkup kewenangan ombudsman. 

d. Melakukan Investigasi atas perkara sendiri terhadap 

dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

e. Melakukan Koordinasi dan kerja sama dengan 

Lembaga Negara atau Lembaga pemerintah lainnya 

serta Lembaga permasyarakatan dan perseorangan. 

f. Membangun jaringan kerja. 

g. Melakukan Upaya Pencegahan Maladministrasi dalam 

Penyelenggaraan pelayanan publik dan 

h. Melakukan Tugas lain yang di berikan oleh Undang-

Undang. 

 

 
51 Ibid. 
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B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak 

Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu 

negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu 

negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara diatur dalam 

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun 

asas tersebut adalah: 

a. Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum ialah asas dalam negara hukum 

yang mengutamakan landasan ketentuan perUndang-

Undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggara negara 

b. Tertib Penyelenggara Negara 

Asas tertib penyeleneggara negara adalah asas yang 

menjadi landasan keteraturan. 

c. Kepentingan Umum 

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan 

kesejahteraan. 

Setiap bentuk campur tangan pemerintah itu pada 

dasarnya harus berdasarkan peraturan perundangan yang 

berlaku sebagai manifestasi dari asas legalitas yang menjadi 

sendi utama negara hukum.52 

Asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas ini 

menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya, 

pemerintahan selalu mengutamakan kepentingan umum. 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis 

(welfare state) yang menuntut segenap aparat 

pemerintahannya melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju 

pada penyelenggaraan kepentingan umum sebagaimana 

esensi dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Negara RI 

1945 dan Pasal 33 serta 34 Undang-Undang Negara RI 1945. 

Hal itu berarti asas penyelenggaraan kepentingan umum ini 

 
52 Ichsan Syuhudi, ‘Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik’, 

Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol 17, No, 1, (2017), 

hlm 10–19. 



 
 

33 
 

dengan sendirinya menjadi asas pemerintahan yang baik di 

negara RI.  

Asas-asas umum pemerintahan yang Baik sebagaimana 

disebutkan dalam penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 meliputi asas-asas: kepastian 

hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; 

proposionalitas; profesionalitas; akuntabilitas sebagaimana 

dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.53 Pada Penjelasan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 diatur diuraikan 

pengertian dari AAUPB tersebut. Asas Kepastian hukum 

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasn Peraturan Perndang-Undangan, kepatutan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 

Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi 

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 

pengendalian penyelenggara negara. Asas kepentingan umum 

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan 

cara yang aspiratif, akomodasi, dan selektif. Asas keterbukaan 

adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 

golongan, dan rahasia negara. Asas Proporsionalitas adalah 

asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban Penyelenggara Negara.54 

Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-

asas umum pemerintahan yang baik ini memiliki peranan 

penting sehubungan dengan adanya terugted van de wetgever 

 
53 Ichsan S, "Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik di 

Lingkungan Peradilan Administrasi Negara", Jurnal Media komunikasi dan 

kajian Hukum, Vol, 17 No, 1, 2017, hlm 10-17. 
54 Nike K Rumokoy, ‘Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik Dalam Penyelenggaraan Kekeuasaan Pemerintahan’, Hukum, Vol, 18 No, 3, 

(2010), hlm86–95. 
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atau langkah mundur pembuat Undang-Undang, yang 

memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk 

membuat peraturan perUndang-Undangan. 

 

C. Lembaga Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat 

Dalam Undang-Undang di Indonesia 

Pelayanan kepada masyarakat dan penegak hukum 

yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, 

dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta 

menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh 

warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.55 Pengawasan 

pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara 

dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya 

menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta 

sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang 

perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna 

mencegah dan mengapuskan penyalahgunaan wewenang oleh 

aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. 

Memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat 

agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan 

pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka 

serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu 

dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia. 

Tujuan Ombudsman Nasional sebagaimana 

dicantumkan dalam Keppres Nomor 44 Tahun 2000 adalah 

untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan 

kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan 

KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat 

agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan 

kesejahteraan secara lebih baik. Adapun tugas pokoknya 

adalah menyiapkan konsep Undang-Undang Ombudsman, 

 
55 Ibid. 
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melakukan kordinasi dan atau kerjasama dengan instansi 

pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, 

para ahli, praktisi, organisasi, dan lain-lain. Serta melakukan 

langkah untuk menindak lanjuti laporan atau informasi 

tentang penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara 

negara pada saat melaksanakan tugasnya maupun dalam 

memberikan pelayanan umum.56 

Asas-asas Ombudsman, Ombudsman dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan: kepatutan, 

keadilan, Nomorn-diskriminasi, tidak memihak, 

akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan; dan kerahasiaan. 

Ombudsman bertugas merespon keputusan atau tindakan 

pejabat publik yang dinilai: 

1. Ganjil (inappropriate); 

2. Menyimpang (deviate); 

3. Sewenang-wenang (arbitrary); 

4. Melanggar hukum (irregular/illegitimate); 

5. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power): 

6. Keterlambatan yang tidak perlu (unude delay);  

7. Pelanggaran kepatutan (equity) 

Ombudsman wajib menerima dan berwenang 

memproses pengaduan/laporan oleh masyarakat mengenai 

penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, Ombudsman 

wajib menyelesaikan pengaduan oleh masyarakat apabila 

pengadu menghendaki penyelesaian tidak dilakukan oleh 

penyelenggara Ombudsman wajib membentuk perwakilan di 

daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan 

fungsi Ombudsman dalam kegiatan penyelenggaraan 

pelayanan publik. Pembentukan perwakilan Ombudsman 

 
56 Warokka M, "Peran Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik yang 

bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme", Jurnal Lex Privatum, Vol, 5 No, 1, 

2017, hlm 97-104. 
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paling lambat 3 Tahun sejak diundangkannya Undang-

Undang tentang Pelayanan Publik.57 

Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsilasi 

dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak. 

Penyelesaian pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan 

Ombudsman. Terkait dengan laporan Ombudsman 

berwenang untuk:  

1. Meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dengan 

laporan;  

2. Memeriksa dokumen terkait;  

3. Meminta klarifikasi, salinan, copy atau dokumen lain pada 

instansi penyelenggara negara;  

4. Melakukan panggilan;  

5. Melakukan mediasi, konsiliasi atas permintaan para pihak;  

6. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, 

ganti rugi dan/rehabilitasi;  

7. Mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan 

rekomendasi. 

Ombudsman juga berwenang memberi saran kepada 

Pimpinan Penyelenggara Negara, Kepala Daerah guna 

perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/ pelayanan 

publik dan memberi saran kepada DPR, Presiden, DPRD, 

Kepala Daerah agar terhadap Undang-Undang dan peraturan 

perundangan dilakukan perubahan untuk mencegah 

maladministrasi.58  

D. Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) 

E-KTP adalah dokumen kependuukan yang memuat 

system keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi 

ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database 

kependudukan nasional. Penduduk hanya di bolehkan 

 
57  Fitri Kartika Sari and Agustin C Karay, ‘Kewenangan Ombudsman sebagai 

lembaga independen dalam pelaksanaan laporan Masyarakat’, 2.1 (2020), hlm 

13–24. 
58 Sunggono Bambang, ‘Metodologi Penelitian Hukum’, Metode Penelitian 

Kualitatif, 2003. 
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mempunyai satu (1) KTP yang tercantum Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), NIK merupakan identitas tunggal 

setiap penduduk dan berlaku seumur hidup, Nomor NIK yang 

ada di E-KTP akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),59 Surat Izin Mengemudi, 

Asuransi, Sertifikat atas Tanah dan penerbitan dokumen 

identitas lain-lain dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Adapun 

sidik jari seseorang di dalam E-KTP untuk penggunaan sidik 

jari E-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah 

diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari 

tidak sekedar di cetak dalam bentuk gambar seperti di SIM 

(Surat Izin Mengemudi) tetapi dapat dikenali di chip yang 

terpasang di kartu. Sidik jari yang direkam dari setiap wajib 

KTP adalah seluruh jari berjumlah sepuluh, tetapi yang di 

masukan ke dalam chip hanya dua jari yakni jempol dan 

telunjuk kanan.60 

Pada   dasarnya,  dalam suatu  instansi pemerintah 

sudah    seharusnya melakukan pelayanan negara yang sesuai 

dan berdasarkan pada Undang-Undang Negara Indonesia   

Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Negara, dalam   

Undang-Undang tersebut berupaya untuk memperlakukan 

warga negara sebagai penduduk, bukan  pelanggan  atau  klien 

dan berorientasi kepada kepentingan pelayanan negara. 

Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah juga sebaiknya   

memperhatikan dampak   dari   kebijakan tersebut.  Kebijakan 

dapat merugikan masyarakat, atau sebaliknya 

dapatmemberikan  kemudahan bagi publik atau  masyarakat 

dalam menikmati pelayanan yang diberikan oleh   pemerintah. 

 
59 Jon Fredi Purba and others, ‘Implementation of the Population Administration 

Information System in Electronic Resident Card Management’, Perspektif, Vol, 

8 No, 2, (2019),hlm 77–83. 
60 Haryono Haryono and Wahyu Eko Pujianto, ‘Upaya Optimalisasi Kualitas 

Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kantor 

Kecamatan Gedangan’, JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), Vol, 

1 No, 1, (2013), hlm 43–54. 
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Di dalam penyelenggaraan suatu negara, tetap saja 

memperhitungkan aspek kependudukan baik dalam hal 

merumuskan kebijakan ataupun dalam manifestasiprogram-

program pembangunan yang ada. Dengan adanya ketepatan  

dan  ketersediaan  data-data tentang penduduk yang lengkap 

dalam  pembangunan di negara kita merupakan  aspek yang 

memegang peran yang sangat penting. Menuntut kerja    keras    

para penyelenggara negara mulai dari tingkat pusat sampai 

yang paling bawah di dalam mengumpulkan dan menjamin   

ketersediaan data penduduk dalam rangka dukungan 

informasi mengenai kependudukan dalam merumuskan   

suatu   kebijakan   di   Indonesia.  

Dengan demikian, di dalam melakukan kegiatan yang 

berkaitan dengan pembangunan kependudukan sebagai 

sebuah sistem merupakan bagian  yang tak terpisahkan dari 

administrasi  pemerintahan  dan  negara dalam memberikan 

jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak 

individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan 

negara melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti 

Nomor Induk Kependudukan  (NIK)61 yang terdapat pada 

Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  (KTP-El). Meningkatnya 

ketertiban dan keterpaduan  administrasi kependudukan akan 

sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan 

pelaksanaan berbagai     program pembangunan. Dengan 

adanya  kemajuan  teknologi  informasi dalam mendukung 

berbagai kegiatan, termasuk pelayanan administrasi 

kependudukan merupakan suatu   tuntutan   yang   tidak   bisa 

diabaikan.   Berkenaan   dengan   hal tersebut untuk 

mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan 

dengan   adanya sistem pelayanan kependudukan dan 

pencatatan sipil yang terintegrasi dapat merealisasikan data 

base penduduk. Pelayanan database tersebut bertujuan untuk  

memudahkan  para  pegawai dalam melakukan pelayanan 

kepada masyarakat dan  tentunya  dapat  memberikan dampak 

 
61 Ibid. 
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yang positif bagi masyarakat  itu sendiri. Pelayanan database 

ini sendiri secara keseluruhan belum diterapkan secara luas 

karena masih adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh 

Pemerintah Kecamatan.62 

Dukungan teknologi informasi menjadi sangat penting 

untuk memberikan layanan secara cepat dan aman dalam   

proses perekaman, pencetakan, pengiriman/transfer, 

penyimpanan serta pendayagunaannya. Prinsip-prinsip yang 

memberikan dukungan tersebut, melalui rancang bangun,  

alur data dan proses akhir pada rancangan infrastruktur 

kemudian dibangun dan dikembangkanlah SIAK. SIAK 

tersebut untuk memfasilitasi penerbitan Nomor Induk  

Kependudukan (NIK) Nasional sebagai nomor identitas  

tunggal yang  melekat pada setiap dokumen kependudukan    

dan sebagai kunci akses untuk verification (pembuktian) dan 

identifikasi jati diri seseorang yang sangat berguna di dalam 

mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.63 

 

E. Tertib Administrasi Kependudukan 

Pelaksanaan kebijakan implementasi program E-KTP 

ini ada dua cara untuk mendongkrak kinerja  birokrasi dalam 

pelaksanaan program E-KTP, yaitu Standard Operating 

Procedures (SOP) dan Fragmentasi. Deskripsi mekanisme 

kegiatan program    E-KTP dengan SOP maksudnya adalah 

suatu    kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya  

setiap hari sesuai dengan standar yang  telah ditetapkan.  

Sedangkan fragmentasi berkaitan dengan upaya penyebaran 

tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas 

pegawai diantara beberapa unit sehingga tugas-tugas yang 

harus dikerjakan tidak menumpuk pada satu orang saja. 

 
62 Nia Janati, ‘Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(KTP-El) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis Single Identity Number 

Di Kabupaten Lampung Utara’, Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik, Vol, 1 

No, 3, (2015), hlm 103–11. 
63 Ibid. 
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Dalam pembahasan   ini dapat disimpulkan bawasannya 

bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri 

tentang program E-KTP adalah dengan melakukan 

pelaksanaan program KTP secara elektronik yang 

sebelumnya adalah KTP manual.64 Kebijakan tersebut dibuat 

agar tidak terjadi lagi hal-hal negatif yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat 

merugikan pemerintah dan masyarakat. Dampak negatif yang 

dimaksudkan pemerintah diantaranya yaitu, tidak tertibnya 

administrasi yaitu tidak terbangunnya database 

kependudukan yang akurat ditingkat Kabupaten/ Kota dan 

pusat. Adanya NIK yang dapat digandakan, dan adanya 

dokumen kependudukan ganda dan palsu, serta prosesnya 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya 

program E-KTP ini diharapkan dapat memberikan dampak 

positif bagi pemerintah, salah satunya pemerintah tidak  

mengalami lagi kesulitan untuk mendata jumlah warga wajib 

KTP.65 

Tertib Administrasi adalah kegiatan tata   usaha kantor 

(catat-mencatat,mengetik, menggandakan, dan sebagainya) 

dengan tujuan untuk pengarsipan berkas agar tidak tumpang 

tindih sehingga data yang terekam benar–benar valid dan 

dapat di pertanggung jawabkan66. Penyelenggaraannya 

diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

 
64 Ahmad Salim and Burhan Pranawa "Implementasi kebijakan elektronik kartu 

tanda penduduk(E-KTP) dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di 

desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang" Junal bedah Hukum 

Universitas Boyolali, Vol, 2 No, 1,2018, hlm 51-61. 
65 D A Baunsele and W T Hardianto, ‘Proses Pelayanan E-Ktp Dalam Usaha 

Tertib Administrasi Kependudukan’, Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu, Vol, 8 

No, 1, (2019),hlm 112–15. 
66 Rahmatulloh and Khausar, "Evaluasi Cipp terhadap layanan E-KTP pada 

program pengembangan dan evaluasi kebijakan sistem Administrasi 

kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2015/2016, Jurnal Genta Mulia, Vol 7 No, 2 2016, hlm 21-51. 
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pengawasan. Tertib administrasi merupakan salah satu wujud 

nyata dari tertibnya penyelenggaraan pemerintah baik 

Pemerintahan di tingkat Pusat maupun tingkat 

desa/kelurahan. Oleh karenanya tertib administrasi perlu di 

upayakan secara maksimal oleh semua jajaran 

penyelenggaraan pemerintahan.67 

Administrasi kependudukan pada hakikatnya memiliki 

peran strategis dalam mewujudkan visi pemerintah menuju 

Masyarakat yang sejahtera dan Bahagia. Kementrian Dalam 

Negeri telah menerbitkan Pemendagri Nomor 37 Tahun 2022 

tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan 

yang di undangkan pada 21 April 2022. Maksud dan tujuan 

diterbitkannya Peraturan Mentri Dalam Negeri tersebut 

adalah sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang 

berwenang dalam melakukan pencatatan untuk memudahkan 

pelayanan publik.68 

  

 
67 Ibid. 
68 Mahmuda P.F, "Pelaksanaan Program E-KTP dalam Tertib Administrasi 

Kependudukan,Jurnal UNTAG Semarang, Vol 5, No, 2, 2016, hlm 2302-2752. 
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BAB III 

PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

PERWAKILAN JAWA TENGAH DALAM MENGAWASI 

PELAYANAN E-KTP  

DI KABUPATEN KENDAL 

A. Gambaran umum Lembaga Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 

1. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Jawa Tengah 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Jawa Tengah terbentuk sejak bulan Oktober Tahun 2012 

telah melakukan survey kepatuhan terhadap SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Provinsi Jawa 

Tengah. Survei ini dilakukan pada akhir Tahun 2013. 

Sesuai dengan variabel dan indikator yang digunakan di 

tetapkan nilai maksimal/total sebesar 1.000 dan dibagi 

menjadi tiga zona. Kepatuhan terhadap pelaksanaan 

Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik yaitu zona merah atau kepatuhan rendah (0-500), 

zona kuning atau kepatuhan sedang (501-800), dan zona 

hijau atau patuhan maksimal/tinggi (801-1.000).69 Hasil 

yg dimiliki, tidak ada SKPD di Jawa Tengah yang 

memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Sebanyak 13 SKPD 

berada di zona kuning,sisanya di zona merah. Terdapat 

SKPD dalam tingkat patuh nol karena tidak memasang 

atau memiliki visi misi dan tidak memasang motto. Hal 

tersebut bukan substansi pelayanan, tapi diatur pada 

Undang-Undang pelayanan publik. 

 Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah tidak 

termasuk ke dalam Yudikatif,Eksekutif, dan Legislatif 

tetapi kebagian kekuasaan model-model Civil Law, 

untuk budaya hukum terkait Ombudsman lahir di daerah 

Studinavian di Swedia lebih ke Common Law,kekuasaan 

 
69 ibid. 



 
 

43 
 

Yudikatif itu sangat fleksibel dari kekuasaan Legislatif, 

Eksekutif, dan Yudikatif Ombudsman Lebih kearah 

Yudikatif karena  di penyelesaiannya karena 

Ombudsman bukan keputusan lebih ke penyelesaian 

Contohnya dengan Mediasi karena Ombudsman 

menjalankan fungsi fungsi tertentu seperti 

KPU,BAWASLU,Ombudsman di bentuk karenan 

Undang-Undang yang bertugas mengawasi Pelayanan 

Publik, Ombudsman sendiri bersifat Permanen Karena 

Ombudsman di bentuk oleh Undang-Undang karena itu 

Ombudsman bersifat permanen dengan tugasnya 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, apakah 

pelayanan publik sudah memenuhi SOP pelayanan dan 

Standar Pelayanan publik, itulah kenapa Ombudsman 

Hadir untuk mengembang tugas dan wewenang dalam 

pelayanan publik.70 

Beberapa SKPD yang berada di zona merah 

diantaranya Dewan Ketahanan Pangan Daerah Jawa 

Tengah dengan nilai kepatuhan Nomorl, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah dengan 

kepatuhan 240, Sekda Jawa Tengah dengan kepatuhan 

340 dan DPRD Jawa Tengah dengan nilai patuh 500. 

Sementara SKPD yang berada di zona kuning, 

diantaranya adalah Kantor Imigrasi semarang dengan 

nilai tinggi 755, Disdukcapil kota semarang nilai 970.71 

Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia 

Bertujuan mendekatkan pelayanan Ombudsman Kepada 

masyarakat luas. Peran Pokok Ombudsman Jawa tengah 

adalah menangani keluhan masyarakat, menyangkut 

keputusan atau tindak administrasi pemerintahan dan 

pelayanan umum, melindungi orang dari pelanggaran 

 
70 Wawancara dengan Siti Farida selaku Kepala  Ombudman RI Perwakilan 

Jawa Tengah di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada hari 

Selasa, tanggal 29 Desember 2022 
71 Ibid. 
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hak, penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan,pengabaiian, 

keputusan yang tidak adil dan kesalahan administratif. 

Peranan Ombudsman Jawa Tengah ini bertujuan agar 

kinerja administrasi pemerintahan pada level pusat 

maupun daerah dapat diperbaiki dan di tingkatkan. 

Tindakan-tindakan pemerintah dapat lebih terbuka dan 

pemerintah dapat lebih terbuka dan pemerintah dengan 

birokasinya bisa lebih akuntabel terhadap masyarakat. 

 

2. Daerah Kewenangan Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 

Setiap perwakilan Ombudsman Tidak Terpaku 

pada wilayah administratif yang dimiliki, seperti yang 

disebutkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik 

Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang 

menjadi tujuan dibentuknya Perwakilan Ombudsman di 

daerah adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat 

untuk mengakses pelayanan untuk mewujudkan tingkat 

kualitas pelayanan publik yang baik. Sehingga dengan 

pembagian-pembagian tugas antara Ombudsman 

Perwakilan DIY dengan Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tersebut akan 

memudahkan bagi masyarakat Jawa Tengah yang berada 

jauh dengan Kota Semarang untuk Mengakses pelayanan 

Ombudsman Perwakilan DIY, seperti pada 16 

Kabupaten/kota di Jawa Tengah bagian selatan yaitu 

Karesidenan Kedu, Karesidenan Banyumas, dan 

Karesidenan Surakarta minus Kab Boyolali. Maka 

dilihat Dari jaraknya lebih mungkinkan untuk mengakses 

pelayanan pelayanan Ombudsman di kantor Perwakilan 

Ombudsman DIY.72 

Visi Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah 

yakni Lembaga pengawasan yang efektif,dipercaya, dan 

 
72 M. Rus'an Y dkk. " Kewenangan Ombudsman dalam penanganan laporan 

pelayanan publik, Jurnal Sains, Vol, 4 No, 37, 2022, hlm 241-246. 
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Berkeadilan guna mewujudkan pelayanan publik yang 

berkualitas. Dan misi Ombudsman Perwakilan Jawa 

Tengah: 

a. Mewujudkan Profesionalisme Fungsi Pengawasan 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

b. Mewujudkan Keptuhan Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik Terhadap hasil Pengawasan Ombudsman. 

c. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inklufif Bagi 

seluruh Rakyat Indonesia.73 

Pada demikian Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Jawa Tengah menangani kasus pada 19 

daerah yakni Kab Boyolali, Kota Salatiga, Kabupaten 

brebes, kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten 

Pemlang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, 

Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten 

Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, 

Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten 

Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Batang, 

Kabupaten Grobogan.74 

 

3. Dasar Hukum Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Jawa Tengah 

Dasar Hukum Ombudsman Terdapat di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, di dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya ombudsman dapat 

membentuk Perwakilan Ombudsman di Provinsi atau 

Kabupaten/kota. Pembentukan perwakilan Ombudsman 

bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat 

untuk mengakses pelayanan dari Ombudsman untuk 

 
73 Ibid. 
74 Dyah Hariani and Tri Yanti Nur Irson Sitorus, ‘Analisis Kinerja Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Rangka Penanganan 

Laporan Masyarakat’, Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi 

Ilmuwan Administrasi Negara), Vol, 7 No, 1, (2019), hlm 32–46. 
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mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik 

yang baik.75  

Reformasi mengamanatkan perubahan 

kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat 

yaitu kehidupan yang di dasarkan pada penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan dan 

kepastian hukum bagi seluruh warga negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Tahun 1945. Sebelum reformasi 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan di warnai 

dengan praktek maladministrasi antara lain terjadinya 

korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mutlak di 

perlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara 

dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, 

terbuka serta bebas dari  korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Penyelenggaraan negara yang baik dapat 

tercapai dengan peningkatan mutu aparatur 

penyelenggara negara dan pemerintahan dan penegakan 

asas-asas pemerintahan umum yang baik. Untuk 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya 

meningkatkan pelayanan publik dan penegakkan hukum 

diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal 

yang secara efektif mampu mengontrol tugas 

penyelenggara negara dan pemerintahan. Pada demikian 

pembahasan dasar hukum Ombudsman terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman RI, dan Ombudsman Lembaga negara yang 

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik baik yang di selenggarakannya oleh 

penyelenggara negara dan pemerintahan. 

 

 
75 Agus Triyono, ‘Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah’, Angewandte Chemie 

International Edition,Vol, 17 No, 1, (1967), hlm 65–76. 
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B. Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 

Tengah Dalam Pengawasan Pembuatan E-KTP di 

Kabupaten Kendal 

1. Pengertian, Fungsi dan Proses Pembuatan E-KTP Di 

Kabupaten Kendal  

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya 

disingakat E-KTP adalah identitas resmi penduduk 

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi 

pelaksanaan yang berlaku di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu menurut 

Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2003. Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah kartu sebagai 

identitas diri bagi setiap penduduk dalam wilayah 

Negara Republik Indonesia.76 Kartu Tanda Penduduk 

dapat dikatakan sebagai dokumen sekuriti yang harus 

dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) 

ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal dan 

menetap di Indonesia sebagai tanda bukti diri atau 

legitimasi, sehingga pengelolaanya perlu diatur secara 

terpadu. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 

yang dimaksud dengan E-KTP   atau Elektronik–Kartu   

Tanda   Pengenal   merupakan   Kartu   Tanda Penduduk 

yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi 

fisik maupun penggunaan berfungsi secara 

komputerisasi. Menurut  Permendagri  Nomor  9  Tahun  

2011  tentang  pedoman  penerbitan Kartu  Tanda  

Penduduk  berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan  

secara  nasional.  

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 

Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (9) menjelaskan tentang KTP 

berbasis NIK secara nasional yang selanjutnya disebut 

 
76 Masrin, ‘Studi Tentang Pelayanan Pembuatan Ktp’, Journal Pemerintahan 

Integratif, Vol, 1 No, 1, (2013), hlm1. 
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KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi 

dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan 

khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang 

diterbitkan oleh Dinas   Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten/ Kota. Sehingga, yang dimaksud dengan 

E-KTP ialah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara  

elektronik  yang berfungsi secara komputerisasi dan 

memiliki spesifikasi dan Format KTP Nasional yang 

dilindungi dengan sistem pengamanan khusus sebagai 

identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota. 

Menurut Oktaf, ada beberapa fungsi dan   manfaat 

dari penggunaan eKTP,diantaranya : 

a. E-KTP merupakan langkah strategis menuju tertib 

administrasi kependudukan yang mengamanatkan  

adanya  identitas  tunggal  bagi  setiap  penduduk  

dan terbangunya basis data kependudukan yang 

lengkap dan akurat. 

b. Mencegah adanya pemalsuan. 

c. Mencegah adanya penggandaan penggunaan KTP. 

d. Kebutuhan untuk mewujudkan keamanan negara. 

e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

f. Bisa digunakan berbagai kegiatan yang sudah 

diberlakukan. 

g. Kartu bukti tanda penduduk Indonesia. 

h. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu, 

pilkada dan lain-lain 

i. Pengidentifikasian untuk memecahkan suatu 

perkara kejahatan yang sulit seperti terorisme, 

pembobolan bank via ATM, pemilikan KTP ganda, 

dan lain-lain membuat pengembangana 

tekNomorlogi identifikasi semakin diperlukan. 

j. Lebih awet penggunaanya sampai 10 Tahun. 

Sedangkan   Kementerian   Dalam   Negeri   

Indonesia   melalui direktorat jendral kependudukan dan 

pencatatan sipil menambahkan  manfaat  E-KTP bagi 
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masyarakat , bangsa dan negara yakni diataranya sebagai 

berikut:77 

a. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP 

ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. 

b. Untuk mendukung terwujudnya database    

kependudukan yang akurat,khususnya yang  

berkaitan  dengan  data  penduduk  wajib  KTP  yang  

identik dengan data penduduk  pontesial pemilih 

pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu yang selama 

ini sering bermasalah tidak akan terjadi. 

c. Dapat mendukung peningkatan keamanan negara 

sebagai dampak positif dari tertutupnya  peluang  

KTP  ganda  dan  KTP  palsu,  dimana  selama  ini  

para pelaku  kriminal  termasuk  teroris  selalu  

menggunakan  KTP  ganda  dan  KTP palsu. 

d. Bahwa E-KTP merupakan KTP Nasional   yang   

sudah memenuhi semua ketentuan yang di atur 

dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006  dan 

Peraturan Presiden Nomor. 26 Tahun 2009, 

sehingga    berlaku    secara    Nasional. Dengan   

demikian mempermudah   masyarakat   untuk 

mendapatkan   pelayanan   dari   lembaga 

pemerintahan dan swasta, karena tidak lagi 

memerlukan KTP setempat. 

Menurut Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, 

dalam Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan tujuan pemerintahan 

menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan 

kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang 

 
77 Prasetyo Adi Nugroho, ‘Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik 

(E-KTP) Di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda’, Ilmu 

Pemerintahan, Vol, 2 No, 1, (2014), hlm 2023-2025. 
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memiliki   kode   keamanan dan rekaman elektronik data   

kependudukan   yang berbasis NIK secara nasional.  

Terdapat beberapa manfaat dari penggunaaan E-

KTP diataranya dapat menciptakan basis data 

kependudukan yang lengkap dan akurat, sehingga 

mampu mencegah adanya  penduduk  yang  memiliki 

KTP lebih  dari  satu  atau ganda, dan dapat di pakai 

sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada,dan lain-lain. 

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan 

untuk:  

a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian 

hukum atas dokumen penduduk setiap peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami 

oleh penduduk.  

b. Memberikan perlindungan status hak sipil 

penduduk.  

c. Menyediakan data dan informasi kependudukan 

secara nasional mengenai pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil pada berbagi tingkatan secara 

akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses 

sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan 

dan pembangunan pada umumnya.  

d. Mewujudkan administrasi kependudukan secara 

nasional dan terpadu.  

e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan 

dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan 

setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemsyarakatan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006).78 

E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik merupakan dokumen kependudukan yang 

 
78 Muhamad Syabani, Wahyu Subadi, and Suwandi, ‘Kualitas Pelayanan 

Pembuatan E-Ktp Dilihat dari aspek responsiveness(Data tanggap) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalog’, jurnal Japb, Vo, 3 No, 

1,  (2020), 332-356. 



 
 

51 
 

memuat sebuah sistem keamanan / pengendalian baik 

dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi 

dengan berbasis pada database kependudukan 

nasional. Penduduk hanya bolehkan memiliki I(satu) 

E-KTP yang tercantum Nomor Induk Kepndudukan 

(NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap 

penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK 

yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar 

penerbitan paspor, surat izin mengemudi (SIM), 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis asuransi, 

sertifikat atas hak tanah, dan penerbitan dokumen 

identitas lainnya. 

Persyaratan Pembuatan E-KTP Di Kabupaten 

Kendal adalah: 

a. Berusia 17 tahun atau telah kawin. 

b. Menunjukan surat pengantar kepala desa. 

c. Membawa kartu keluarga. 

d. Mengisi formulir. 

Proses Pembuatan E-KTP di Kabupaten 

Kendal adalah sebagai berikut:79 

a. Penduduk datang ke tempat pelayanan dengan 

membawa surat panggilan dan persyaratan di atas. 

b. Pemohon mengambil nomor antrian. 

c. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrian. 

d. Pemohon menuju ke loket yang di tentukan. 

e. Petugas melakukann verifikasi data penduduk dan 

database. 

f. Petugas mengambil foto pemohon secara 

langsung. 

g. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat 

perekam tanda tangan. 

h. Petugas merekam sidik jari dan scan retina mata. 

 
79 Wawancara dengan Bu Dewi selaku Kasi Pelayanan Umum di Kantor 

Kecamatan Kendal pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022. 
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i. Petugas membubuhkan tanda tangan dan stampel 

pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti 

bahwa penduduk telah melakukan perekaman 

foto, tandatangan dan sidik jari. 

j. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu 

hasil. 

 

2. Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Jawa Tengah dalam Pengawasan Pembuatan E-KTP 

di Kabupaten Kendal 

Peran Lembaga Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Tengah yakni sebagai salah satu Lembaga 

pengawas pelayanan publik dan termasuk administrasi 

publik pelayanan dasar kependudukan maka termasuk 

dalam ruang lingkup pengawasan Ombudsman, tetapi 

Ombudsman sebagai lembaga eksternal, Masing-masing 

pemerintah daerah ada Lembaga internal nya termasuk 

didalam pelayanan publik di Dinas kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Kendal yakni Kepala Dinas atau 

merupakan pengawasan melekat.80 

Terkait dalam masalah pelayanan publik 

Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan 

publik. Apabila adanya masalah untuk disegerakan 

melapor dalam hal pembuatan E-KTP di Kabupaten 

Kendal. Lembaga Ombudsman bukanlah lembaga yang 

menjadi acuan untuk tidak ada terjadinya masalah-

masalah pelayanan publik termasuk dalam pelayanan E-

KTP dan bukan juga lembaga satu-satunya yang harus 

bertanggung jawab, karena dalam Undang-Undang 

pelayanan publik jelas ada namanya pengawas eksternal, 

yaitu terdapat didalamnya masyarakat. Masyarakat itu 

 
80 Wawancara dengan Pak Achmed Ben Bella selaku Kepala Pencegahan 

Maladministrasi Ombudman RI Perwakilan Jawa Tengah di Kantor Ombudsman 

RI Perwakilan Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022. 
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sendiri menjadi pengawas eksternal yang terdapat dalam 

Pasal 35 Undang-Undang pelayanan publik Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, maka dari itu sudah jelas 

bahwasannya pengawasan eksternal itu salah satunya 

adalah masyarakat, Dengan demikian Ombudsman tidak 

akan optimal kerjanya kalau masyarakatnya juga tidak 

membantu memberikan pengawasan. Dan kemudian 

memberi pengawasan dengan menyampaikan aduan ke 

Ombudsman bukan hanya memberikan data yang tidak 

valid pada contoh menyampaikan lewat sosial media 

tetapi dengan memberikan pengaduan tersebut sebagai 

bahan data Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Jawa Tengah untuk memberi upaya perbaikan kepada 

instansi penyelenggara yakni Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Kendal.81 

Undang-Undang Pasal 35 Nomor 25 Tahun 2009  

yaitu pengawasan penyelenggara pelayanan publik 

dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas 

eksternal, artinya terdapat dua faktor yaitu internal dan 

faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari 

masyarakat, sedangkan factor internal bersal dari 

Ombudsman. Apabila pengawasan internalnya tidak 

berjalan dengan baik maka tidak akan optimal pula 

perbaikan yang dilakukan. Ombudsman juga melakukan 

upaya yaitu sebatas saran atau arahan untuk melakukan 

tindak lanjut kepada masyarakat atau sebatas 

memberikan saran atau arahan sebagai pelaku pengawas 

eksternal.82 

Pelayanan merupakan bagian integral dan 

strategis bagi pembangunan tugas dan fungsi pelayanan 

 
81 Masrin, ‘Studi Tentang Pelayanan Pembuatan Ktp’, Journal Pemerintahan 

Integratif, Vol, 1 No, 1, (2013), hlm. 
82 Wawancara dengan Ibu Elyna Dina Nazla selaku Kepala Keasistenan 

Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudman RI Jawa Tengah di Kantor 

Ombudsman Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022. 
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pemerintah termasuk dalam pelayanan KTP-El. Oleh 

karena itu, kualitas pelayanan publik merupakan salah 

satu parameter keberhasilan birokrasi. Pelayanan yang 

berkualitas merupakan harapan masyarakat karena 

pelayanan merupakan hak yang harus diperolehnya. 

Kesadaran masyarakat terhadap hak untuk memperoleh 

pelayanan yang baik salah satunya dengan cara 

pelayanan diwujudkan dalam penyampaian akses ke 

lembaga Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. Pada 

intinya, peran Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah 

dalam Pengawasan pembuatan E-KTP dalam hal ini ikut 

serta melakukan pengawasan dengan sebuah Tindakan, 

yang dimaksud yakni menangani pengaduan. Peranan 

dari Ombudsman tetap hadir untuk mengawasi dan 

mencegah terhadap proses penilaian standar pelayanan 

publik. Dengan demikian secara tidak langsung 

mengingatkan untuk melakukan pencegahan 

maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman dan 

memastikan standar terhadap pelayanan publik. 
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BAB IV 

IMPLIKASI PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM 

PEMBUATAN E-KTP DI KENDAL TERHADAP TERTIB 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

A. Peran Ombudsman Dalam Pengawasan E-KTP 

Peran Ombudsman sangat penting  untuk kelangsungan 

pelayanan publik di sebuah daerah terutama di Kabupaten 

Kendal, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 

Pasal 6 Tahun 2008. Sedangkan Pasal 1 Ayat (1) di tentukan 

bahwasannya Ombudsman berfungsi untuk mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik yang di selenggarakan 

oleh penyelenggara Negara dan Pemerintah, baik di pusat 

maupun di daerah, termasuk yang di selenggarakan oleh 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN).83 Dilakukannya 

pengawasan untuk mencegah adanya maladministrasi yakni 

perilaku melawan hukum, melampaui wewenang dan 

menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain. Hal tersebut 

termasuk ke dalam kelalaian atau pengabaian hukum dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintah dapat menimbulkan 

kerugian materiil dan immaterial bagi masyarakat atau 

perorangan.  

Maladministrasi menjadi awal dari tindakan korupsi, 

dan dapat di simpulkan maladministrasi sama seperti dengan 

korupsi mengambil yang bukan haknya dan memanfaatkan 

kewenangan yang dimiliki. Untuk itu, Ombudsman hadir 

untuk malakukan pelaksanaan pelayanan publik yang baik 

dan benar menghindari adanya oknum-oknum yang 

melakukan maladministrasi tersebut, Ombudsman hadir 

untuk meminimalisir hal tersebut. Cara untuk mengetahui 

adanya maladministrasi dilakukan dengan cara yakni 

pengaduan masyarakat ke Ombudsman, misalnya pembuatan 

E-ktp yang bisa jadi satu hari tapi di substansi pembuatannya 

 
83 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI 
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lama, dapat melaporkan ke Ombudsman dengan prosedur 

pengaduan melalui via whastaap, email, call center atau 

datang langsung ke Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, 

melalui surat, dan media sosial sosial seperti (instragram, 

facebook, dan twitter). Pengaduan yang masuk akan direspon 

secara tanggap oleh pihak Ombudsman Perwakilan Jawa 

Tengah, jika yang disampaikan itu berupa laporan maka akan 

segera diverifikasi formilnya dan materilnya. Ombudman RI 

Perwakilan Jawa Tengah juga menerima laporan yang 

sifatnya meminta informasi atau berkonsultasi terkait 

pelaporan pengaduan yang ditujukan ke Ombudsman. 84 

1. Verifikasi formil, terkait dengan kedudukan pelapor 

yang menyampaikan pengaduan itu sebagai korban 

langsung, kuasa korban, kelompok masyarakat, 

ataumsebagai badan hukum, karena masing-masing 

kedudukan pelapor secara formilnya berbeda. Apabila 

pelapor sebagai korban langsung, maka cukup 

melampirkan KTP. Namun apabila pelapor sebagai 

kuasa korban tentunya ada surat kuasa dan KTP dari 

pemberi kuasa. Apabila pelapor sebagai badan Hukum, 

misalnya dari LSM atau dari kelompok masyarakat maka 

dapat melampirkan AD ART dari badan hukumnya atau 

akta pendirian sebagai bukti sebagai lembaganya resmi. 

Apabila pelapor berasal dari keluarga korban, misalnya 

istrinya atau anaknya, maka dapat melampirkan Kartu 

Keluarga(KK). 

2. Verifikasi materilnya, terkait dengan subtansi yang 

dilaporkan, substansi yang dilaporkan merupakan objek 

kewenangan Ombudsman atau bukan. Inisial 

laporannya, substansinya, dan laporannya masih pada 

lingkup pelayanan publik atau bukan.  Pada subtansi 

materilnya, apabila tidak merupakan kewenangan 

 
84 Wawancara dengan Pak Achmed Ben Bella selaku Kepala Pencegahan 

Maladministrasi Ombudman RI Perwakilan Jawa Tengah di Kantor Ombudsman 

RI Perwakilan Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022. 
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Ombudsman tentu Ombudsman akan menyampaikan 

surat pemberitahuan bahwa laporan yang dilaporkan 

bukan menjadi kewenangan Ombudsman, maka pelapor 

disarankan menyampaikan ke instansi terkait.85 

Apabila pada laporan tersebut substansinya masuk ke 

dalam kewenangan Ombudsman dan data pelapor kurang 

lengkap, maka pihak Ombudsman perlu mendapatkan data 

pendukung dengan cara akan mengirimkan yang surat 

permintaan kelengkapan data atau dokumen kepada pelapor 

untuk di lengkapi dalam jangka waktu 30 hari. 

Tindak lanjut Lembaga Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Tengah terhadap maladministrasi melalui 

proses verifikasi formil, material, rapat perwakilan, dan tahap 

pemeriksaan. Pada tahap pemeriksaan terdapat: 

1. Proses klarifikasi. 

2. Proses investigasi terhadap instansi terlapor. 

3. Pemeriksaan dokumen. 

4. Hasil akhir (laporan hasil akhir pemeriksaan). 

Bentuk Tindak Lanjut Ombudsman yakni jika terjadinya 

Maladministrasi di suatu Instansi/Dinas pelayanan publik 

akan di berikan sanksi yang sudah ada dalam aturan di Dinas 

tersebut yang memberi sanksi adalah atasannya dengan sanksi 

yang sudah ada di Instansi/Dinas yang bersangkutan Contoh 

di Dindukcapil sanksi yang di berikan yakni denda 

berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.  

Ada juga ROC (respon Cepat Ombudsman) Sebagai contoh, 

adanya kondisi darurat, seperti KTP-nya akan digunakan 

untuk melamar pekerjaan tentu Ombudsman akan melakukan 

yang Namanya RCO (Respon Cepat Ombudsman) yang 

bersifat mendesak. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Standar Pelayanan sebagai tolak ukur yang 

 
85 Wawancara dengan Ibu Elyana Noor Dina N Selaku Kepala Keasistenan 

Penerima dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan  Jawa Tengah di 

Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 22 

November 2022. 
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dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan 

dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan 

janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan yang berkualitas,cepat,mudah,terjangkau, dan 

teratur.  

 

 

Tabel 4.1.  

Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 202186 

 

Nama Layanan 

Unit 
Produk layanan Nilai 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pecatatan 

Sipil 

Surat Keterangan pindah 82.04 

Kartu keluarga 82.04 

Akta Kematian 82.04 

Kartu tanda 

Penduduk(KTP) 
82.04 

Akta kelahiran 82.04 

Akta Perceraian 82.04 

Akta 

pengakuan,pengesahan, 

dan pengangkatan anak 

82.04 

Akta Perkawinan 82.04 

Data Kependudukan 54.83 

Rata-Rata 79,02 

Pada Tabel 4.1. menunjukkan bahwa kepatuhan 

pelayanan yang Ombudsman lakukan di Kabupaten Kendal 

masuk ke dalam kategori zona kuning atau sedang, Ada 3 Zona 

Penialaian yang di lakukan Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Tengah dari hijau, kuning dan merah. Apabila 

penilaian pada suatu wilayah Kota/Kabupaten berada pada zona 

 
86 Data Laporan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah tentang Nilai Kepatuhan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2021. 
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hijau dengan nilai 81.00-100 berarti tingkat kepatuhannya 

tinggi, apabila dalam kategori zona kuning dengan nilai 51.00- 

80.99 maka tingkat kepatuhannya sedang atau masih aman, 

namun apabila termasuk ke dalam zona merah dengan nilai 0-

50.99 maka tingkat kepatunnya rendah. 

Dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan 

Catatan Sipil Kabupaten Kendal diharapkan dapat menjaga dan 

meningkatkan mutu pelayanan publik mengikuti aturan Standar 

Pelaayanan Publik yang di atur di dalam Undang-Undang 25 

Tahun 2009, serta kualitas pelayanan petugas selalu termonitor 

oleh atasan pengelolaan pengaduan yang baik dari Dindukcapil 

menjadi salah satu indicator penilaian dari masyarakat dalam 

pelayanan publik terhadap pembuatan E-KTP. Dengan 

penyelesaiaan laporan yang baik dalam pengelolaan pengaduan 

akan meningkatkan kepuasaan dan kepercayaan masyarakat 

dalam Pelayanan Pembuatan E-KTP. 

Ombudsman melakukan koordinasi, pembinaan dan 

dukungan terhadap Kabupaten Kendal. Pada Ombudsman 

selain fungsi pemeriksaan ada juga fungsi Pencegahan 

maladministrsi, tugas Ombudsman yakni melakukan sosialisasi 

pada penyelenggara dipemerintahan Kabupaten Kendal untuk 

terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pada 

penerbitan dokumen Kependudukan. Pihak Ombudsman 

melakukan koordinasi secara informal dan formal, Ombudsman 

pernah menjadi narasumber emerintah Kendal contoh acara 

RCD, seleksi CPNS, P3K di Kabupaten Kendal. Ombudsman 

dilibatkan untuk menjadi monitoring untuk pengawasan dalam 

proses pelaksanaannya hubungan yang di lakukan Ombudsman 

dengan pemerintahan Kendal dengan cukup baik. Pihak 

Ombudsman juga memiliki narahubung dari Pemkab, baik itu 

dari PKD, Restorat dan admin lapor. Admin lapor sebagai 

penerima laporan baru yang membutuhkan penanganan yang 

cepat Ombudsman langsung ke narahubung yakni Pemkab 

Kendal untuk diminta klarifikasi atau meminta informasi terkait 

dengan laporan yang di sampaikan oleh masyarakat, hal 
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tersebut merupakan bentuk koordinasi Ombudsman dengan 

Pemerintah Kabupaten Kendal.87 

Jangka waktu pengaduan yang di butuhkan 

Ombudsman RI Pewakilan Provinsi Jawa Tengah untuk 

menangani pengaduan maka setelah pengaduan masuk di 

hitung awal waktunya. Penyelesaian di Ombudsman terdapat  

klasifikasi laporan yaitu laporan sederhana, sedang dan berat. 

Apabila laporan tersebut sederhana dapat di selesaikan dalam 

jangka waktu 30 hari, pada laporan sedang 60 hari, dan apabila 

pada laporan berat dapat diselesaikan dalam waktu 120 hari 

(hari kerja).88 

Adapun dampak dari pelayanan publik yakni 

maladministrasi yaitu penyelempengan hak/kewenangan yang 

dapat dikatakan seperti korupsi, maka salah satu solusi agar 

terhindar dari maladministrasi tersebut untuk kompleks 

pencegahan maladministrasi salah satunya dengan kegiatan 

yang dilakukan yaitu penilaian penyelenggaraan pelayanan 

publik secara serentak setiap tahun, tidak hanya di Dinas 

Pencatatan Sipil, tapi secara umum diseluruh dinas yang 

menyelenggarakan layanan dasar. Kegiatan pencegahan 

maladministrasi Ombudsman Jawa Tengah: 

1. Penilaian di Dinas Perizinan 

2. Dinas Pendidikan 

3. Dinas Kesehatan 

4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Dalam kegiatan penilaian, Ombudsman melakukan 

pengukuran sejauh mana kepatuhan penyelenggara layanan, 

dalam hal ini contohnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

 
87 Wawancara dengan Ibu Elyna Dina Nazla selaku Kepala Keasistenan 

Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudman RI Perwakilan Jawa Tengah di 

Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 22 

November 2022. 
88 Wawancara dengan Pak Achmed Ben Bella selaku Kepala Pencegahan 

Maladministrasi Ombudman RI Perwakilan Jawa Tengah di Kantor Ombudsman 

RI Perwakilan Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022. 
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Sipil dalam menerapkan standar Pelayanan Publik sebagaimana 

diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Dari hasil tersebut akan didapatkan data 

kepatuhan dari penyelenggara layanan publik, dalam hal ini 

yaitu Disdukcapil. Salah satu produk layanan dari Disdukcapil 

yakni E-KTP, Ombudsman juga menilai bagaimana 

Disdukcapil mempublikasikan persyaratan mekanisme 

prosedur, dan jangka waktu penyelesaian layanan, biayanya, 

pelaksanaannya dan hal tersebut dapat membantu mencegah 

potensi maladministrasi.89  

Faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi 

maladministrasi pembuatan E-KTP di Kendal: 

a. Faktor pendukungnya yaitu tersedianya seluruh SOP 

(prosedur) Untuk penerbitan E-KTP sudah di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan dan juga dari komitmen 

Kabupaten Kendal dalam meningkatkan pelayanan publik. 

b. Faktor Penghambatnya yaitu faktor internal yang berasal 

dari Ombudsman, hal tersebut terjadi karena keterbatasan 

Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Sedangkan 

penghambat dari faktor eksternalnya yakni kesadaran dari 

penyelenggara layanan maupun dari masyarakat dalam 

pembuatan E-KTP (masyarakat yang tidak ingin repot 

sehingga melakukan pembayaran kepada penyelenggara 

layanan sehingga terjadi potensi pungli).90 

Partisipasinya Lembaga Ombudsman Perwakilan 

Jawa Tengah dalam investigasi terkait maladministrasi 

dalam pelayanan publik sangatlah besar dan telah menjadi 

 
89 Wawancara dengan Ibu Elyna Dina Nazla selaku Kepala Keasistenan 

Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudman RI Perwakilan Jawa Tengah di 

Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 22 

November 2022. 
90 Wawancara dengan Ibu Elyna Dina Nazla selaku Kepala Keasistenan 

Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudman RI Perwakilan Jawa Tengah di 

Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 22 

November 2022. 
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oleh Ombudsman RI Pusat dan juga target yang sudah di 

tentukan oleh presiden dalam rencana pembangunan 

jangka menengah, salah satunya adalah pemenuhan 

kepatuhan standar pelayanan publik oleh Pemerintah 

Daerah seluruh Jawa tengah. Hal tersebut didorong dengan 

penilaian-penilaian penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan meningkatnya laporan dari masyarakat, tanpa 

adanya masyarakat Ombudsman tidak dapat berbuat 

apapun, apabila masyarakat aktif maka Ombudsman juga 

memiliki lebih banyak catatan target. 

Pada tahun 2021, tindak lanjut terhadap pelaku 

maladministrasi secara langsung pada pembuatan E-KTP 

di Kabupaten Kendal ke Ombudsman belum ada karena 

belum terbukti melakukan maladministrasi, sebagai 

contoh melakukan penyimpangan prosedur atau kelalaian. 

Akan tetapi terdapat laporan mengenai dugaan 

maladministrasi terkait E-KTP dan sudah ditinjak lanjuti 

dengan cara pihak Ombudsman memberikan pembinaan 

kepada petugas, dari hasil penilaian penyelenggaraan 

pelayanan publik di Tahun 2021 Kabupaten Kendal masuk 

ke dalam Zona Kuning atau kepatuhannya sedang, 

sehingga Ombudsman menyimpulkan bahwa di 

Kabupaten Kendal belum memenuhi standar pelayanan 

publik sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik. Hal selanjutnya 

yang dilakukan Ombudsman yaitu memberikan saran 

kepada Bupati Kendal untuk melakukan pembinaan 

kepada kepala dinas dan juga Ombudsman melakukan 

monitoring dan evaluasi terkait pemenuhan standar 

pelayanan publik.91 

Bentuk Monitoring yang dilakukan Ombudsman RI 

Perwakilan Jawa Tengah melakukan penilaian, kepatuhan 

 
91 Wawancara dengan Pak Achmed Ben Bella selaku Kepala Pencegahan 

Maladministrasi Ombudman RI Perwakilan Jawa Tengah di Kantor Ombudsman 

RI Perwakilan Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022. 
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terhadap Dinas-dinas yang melakukan layanan langsung 

termasuk di sini Dindukcapil memastikan bahwa dinas 

tersebut memenuhi standar pelayanan publik Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2009 dengan cara pengaduan 

masyarakat.selaku masyarakat sebagai pelayan dapat juga 

menjadi pengadu jika ada terjadinya Maladministrasi, bila 

ada terjadi Maladministrasi Ombudsman Sendiri 

melakukan Tindakan forekti bisa berupa perbaikan 

system, jika ada yang melakukan Maladministrasi terbukti 

akan di beri sanksi oleh atasan dengan sanksi yang sudah 

tertera di Undang-Undang Pelayanan Publik.92 

Bentuk pengawasan Ombudsman Perwakilan Jawa 

Tengah terhadap pembuatan E-KTP, apabila terdapat 

keluhan masalah pembuatan E-KTP termasuk pelayan 

publik Ombudsman berhak melakukan tindak lanjut, 

dengan cara monitoring langsung ke Dinas untuk 

dilakukan perbaikan jika ada masalah yang timbul dari 

pelayananya ataupun komunikasinya, bahkan tanpa 

adanya pengaduan pun Ombudsman dapat melakukan 

pengawasan. Akan tetapi di Kabupaten Kendal pada tahun 

2022 belum terdapat masalah terkait E-KTP seperti proses 

lama, adanya pungutan biaya, dan lain sebagainya, namun 

sampai saat ini hanya terdapat dugaan dan tidak ada 

perlakuan kesalahan yang di contohkan. Meskipun 

pelayanan publik tidak terdapat masalah tentang 

Pembuatan E-KTP, namun belum bisa sudah dikatakan 

sudah sesuai prosedur karena Ombudsman belum 

melakukan pemeriksaan. Karena itu Ombudsman perlu 

bantuan masyarakat untuk lebih peduli terutama masalah 

pelayanan di Kabupaten Kendal jika adanya pungli 

(membayar saat pembuatan E-KTP) dan E-KTP terbit 

 
92 Wawancara dengan Siti Farida selaku Kepala  Ombudman RI Perwakilan 

Jawa Tengah di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada hari 

Selasa, tanggal 29 Desember 2022. 
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lama, dihimbau untuk segera melaporkan ke pihak 

Ombudsman agar dapat diperiksa lebih lanjut.93 

Perbedaan Sebelum dan sesudah dilakukannya 

pengawasan pelayanan publik di kabupaten Kendal 

mengalami peningkatan dari penilaian dari 2019-2021 

terlihat hasil dari 18% menjadi 79% hal ini dinilai 

Kabupaten Kendal Mengalami Peningkatan terhadap 

penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang 

terdapat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200994 

Standar Pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan yang berkualitas,cepat,mudah,terjangkau, dan 

teratur.95 

 

B. Implikasi Pengawasan Ombudsman Dalam E-KTP 

Terhadap Tertib Administrasi di Kabupaten Kendal  

Administrasi kependudukan pada hakikatnya 

memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi 

Pemerintah menuju Masyarakat yang sejahtera dan 

Bahagia. Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan 

Pemendegri Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pencatatan 

Nama pada Dokumen Kependudukan yang di undangkan 

pada 21 April 2022. Maksud dan tujuan diterbitkannya 

Peraturan Mentri Dalam Negeri tersebut adalah sebagai 

pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang 

 
93 Wawancara dengan Pak Sabarudin hulu selaku Kepala Keasistenan 

pemeriksaan laporan Ombudman RI Perwakilan Jawa Tengah di Kantor 

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 22 November 

2022. 
94 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik. 
95 Wawancara dengan Siti Farida selaku Kepala  Ombudman RI Perwakilan 

Jawa Tengah di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada hari 

Selasa, tanggal 29 Desember 2022. 
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dalam melakukan pencatatan untuk memudahkan 

pelayanan publik.96 

Penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-

fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tertib 

administrasi merupakan salah satu wujud nyata dari 

tertibnya penyelenggaraan pemerintah baik Pemerintahan 

di tingkat Pusat maupun tingkat desa/kelurahan. Oleh 

karenanya tertib administrasi perlu di upayakan secara 

maksimal oleh semua jajaran penyelenggaraan 

pemerintahan97. 

Pelaksanaan kebijakan implementasi program E-

KTP ini ada dua cara untuk mendongkrak kinerja  

birokrasi dalam pelaksanaan program E-KTP, yaitu 

Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. 

Deskripsi mekanisme kegiatan program E-KTP dengan 

SOP maksudnya adalah suatu kebijakan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan.  Sedangkan 

fragmentasi berkaitan dengan upaya penyebaran 

tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas 

pegawai diantara beberapa unit sehingga tugas-tugas yang 

harus dikerjakan tidak menumpuk pada satu orang saja. 

Dalam pembahasan   ini dapat disimpulkan bahwasannya 

bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri 

tentang program E-KTP adalah dengan melakukan 

pelaksanaan program KTP secara elektronik yang 

sebelumnya adalah KTP manual.98   

 
96 Mahmuda P.F, "Pelaksanaan Program E-KTP dalam Tertib Administrasi 

Kependudukan,Jurnal UNTAG Semarang, Vol 5, No, 2, 2016, hlm 2302-2752. 
97 Ibid. 
98 Ahmad Salim and Burhan Pranawa "Implementasi kebijakan elektronik kartu 

tanda penduduk(E-KTP) dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di 

desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang" Junal bedah Hukum 

Universitas Boyolali, Vol, 2 No, 1,2018, hlm 51-61. 
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Kebijakan tersebut dibuat agar tidak terjadi lagi hal-

hal negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan 

masyarakat. Dampak negatif yang dimaksudkan 

pemerintah diantaranya yaitu, tidak tertibnya administrasi 

yaitu tidak terbangunnya database kependudukan yang 

akurat ditingkat Kabupaten/ Kota dan pusat. Adanya NIK 

yang dapat digandakan, dan adanya dokumen 

kependudukan ganda dan palsu, serta prosesnya tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya 

program E-KTP ini diharapkan dapat memberikan dampak 

positif bagi pemerintah, salah satunya pemerintah tidak  

mengalami lagi kesulitan untuk mendata jumlah warga 

wajib KTP.99 

Bentuk Implikasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa 

Tengah, Ombudsman melakukan penilaian setiap 

tahunnya dari setiap Dinas termasuk Dindukcapil selalu 

akan memperbaikinya dari peniaian Ombudsman 

Kabupaten mengalami zona kuning yakni kepatuhan 

sedang setiap tahunnya Dinas pelayanan publik Kabupaten 

Kendal terus meningkatkan dan memperbaikannya dari 

segi komunikasi dan pelayanannya terhadap masyarakat. 

Implikasi pengawasan ombudsman dalam E-KTP 

terhadap tertib administrasi kependudukan, pada 

prinsipnya administrasi kependudukan termasuk ke dalam 

pelayanan dasar selain pelayanan dasar tentang masalah 

pangan, kesehatan, dan Pendidikan. Apabila hak dasar 

tersebut tidak terpenuhi tentu akan berdampak luas, 

misalnyanya dokumen berupa E-KTP adalah identitas diri 

untuk dapat mengakses pelayanan yang lain seperti contoh 

pelayanan BPJS, bansos, pembuatan SIM yang 

membutuhkan NIK (Nomor induk Kependudukan). 

 
99 D A Baunsele and W T Hardianto, ‘Proses Pelayanan E-Ktp Dalam Usaha 

Tertib Administrasi Kependudukan’, Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu, Vol, 8 

No, 1, (2019),hlm 112–15. 
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Apabila tidak memiliki NIK, maka masyarakat akan 

kesulitan untuk mengakses layanan yang lain. Setiap 

adanya pelayanan terkait dengan kependudukan, baik 

penerbitan E-KTP, KK, maupun dokumen administrasi 

lain, maka Ombudsman akan menindak lanjuti setiap 

masalah. Pada laporan masalah penerbitan E-KTP relatif 

lebih mudah diselesaikan karena persoalan lebih 

sederhana dan tidak sekomplek substansi lainnya seperti 

pertanahan, peradilan, dsb. Biasanya dalam pelayanan E-

KTP permasalahan berasal dari petugasnya atau bisa 

karena ada faktor lain misalnya kekosongan blangko E-

KTP, hal tersebut yangng pada akhirnya menghambat 

prinsip pada sisi penyelenggara. Tertib administrasi 

kependudukan sangat penting karena Ombudsman selalu 

menegaskan bahwa mengawasai dan mengurusi pelayanan 

pembuatan E-KTP sangat penting. Dengan tertib 

administrasi kependudukan terdapat banyak dampak 

posisif terkait persoalan E-Ktp. Terdapat 2 (dua) hal yang 

harus dilakukan yakni tertib hukum dan tertib 

administrasi, apabila sudah tertib hukum maka akan tertib 

administrasi. Tertib administrasi karena persoalan hukum 

itu juga akan saling terhubung, karena hal tersebut tertib 

administrasi sangat penting karena dampaknya sangat 

luas. 

Di Kabupaten Kendal, tepatnya di Kecamatan 

Kendal dalam hal pelayanan sudah memenuhi syarat dan 

cepat untuk merespon kebutuhan masyarakat. Dalam 

mengurus pelayanan, misalnya legalisasi untuk pembuatan 

E-KTP sudah merespon dengan sedemikian dalam 

pelayannya tidak lebih dari 20 menit untuk pelayanan 

legalisasi dengan syarat berkas yang dibawa harus sudah 

dengan ketentuan, contohnya membawa Kartu Keluarga 

(KK). Implikasinya terhadap tertib Administrasi itu sangat 

penting karena E-KTP adalah Induk dari layanan yang lain 

seperti kebutuhan BPJS, Pendidikan, melamar pekerjaan, 
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dan juga pembayaran pajak, hal tersebut menjadi alasan 

bahwa tertib administrasi sangat penting.100 

  

 
100 Wawancara dengan Bu Dewi selaku Kasi Pelayanan Umum di Kantor 

Kecamatan Kendal pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022. 



 
 

69 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang 

telah dilakukan terhadap Pengawasan Ombudsman dalam 

pembuatan E-KTP di Kabupaten Kendal dan implikasi 

terhadap tertib administrasi kependudukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Bentuk pengawasan Lembaga Ombudsman Perwakilan 

Jawa Tengah terhadap pembuatan E-KTP, apabila 

terdapat keluhan masalah pembuatan E-KTP termasuk 

pelayan publik Ombudsman berhak melakukan tindak 

lanjut, bahkan tanpa adanya pengaduan pun Ombudsman 

dapat melakukan pengawasan. Akan tetapi di Kabupaten 

Kendal pada tahun 2022 belum terdapat masalah terkait 

E-KTP seperti proses lama, adanya pungutan biaya, dan 

lain sebagainya, namun sampai saat ini hanya terdapat 

dugaan dan tidak ada perlakuan kesalahan yang di 

contohkan. Meskipun pelayanan publik tidak terdapat 

masalah tentang Pembuatan E-KTP, namun belum bisa 

sudah dikatakan sudah sesuai prosedur karena 

Ombudsman belum melakukan pemeriksaan. Karena itu 

Ombudsman perlu bantuan masyarakat untuk lebih 

peduli terutama masalah pelayanan di Kabupaten Kendal 

jika adanya pungli (membayar saat pembuatan E-KTP) 

dan E-KTP terbit lama, dihimbau untuk segera 

melaporkan ke pihak Ombudsman agar dapat diperiksa 

lebih lanjut,diberikannya Tindakan korekti/perbaikan 

untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap 

pelayanan publik, jika terbukti melakukan 

Maladministrasi akan diberikan sanksi oleh atasan yang 

sudah tertera di Dinas tersebut.  

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 

merupakan lembaga yang bertugas menerima laporan 
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atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Peran Ombudsman dalam hal ini 

melakukan kegiatan monitoring dan mengadakan diskusi 

bersama secara berkala ke beberapa Kecamatan di 

Kabupaten Kendal. Ombudsman berwenang untuk 

mengawasi pembuatan E-KTP di Kabupaten Kendal 

karena E-KTP merupakan salah satu bentuk produk 

tertib administrasi. Hal lain yang dilakukan yaitu 

menerima laporan terkait keluhan pembuatan E-KTP di 

Kabupaten Kendal serta melakukan tindak lanjut.  

2. Bentuk Implikasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa 

Tengah, Ombudsman melakukan penilaian setiap 

tahunnya dari setiap Dinas termasuk Dindukcapil selalu 

akan memperbaikinya dari peniaian Ombudsman 

Kabupaten mengalami zona kuning yakni kepatuhan 

sedang setiap tahunnya Dinas pelayanan publik 

Kabupaten Kendal terus meningkatkan dan 

memperbaikannya dari segi komunikasi dan 

pelayanannya terhadap masyarakat 

Implikasinya terhadap tertib administrasi yaitu, pada 

prinsipnya administrasi kependudukan termasuk ke 

dalam pelayanan dasar, selain ada pelayanan dasar 

tentang masalah pangan, kesehatan, dan pendidikan yang 

tidak terpenuhi akan berdampak luas. Contoh dampak 

positifny yaitu dokumen berupa E-KTP merupakan 

identitas diri untuk mengakses pelayanan yang lain, 

misalnya pelayanan BPJS, Bansos, pembuatan SIM dan 

lain-lain. Pelayanan tersebut menggunakan NIK (Nomor 

Induk Kependudukan) sebagai langkah awal untuk 

memperolehnya. Selain hal tersebut, setiap warga negara 

Indonesia harus mempunyai KTP karena itu sebagai 

tanda sebagai warga Negara Indonesia. 

Pelaksanaan kebijakan implementasi program E-KTP ini 

ada dua cara untuk mendongkrak kinerja  birokrasi dalam 

pelaksanaan program E-KTP, yaitu Standard Operating 

Procedures (SOP) dan Fragmentasi. Deskripsi 
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mekanisme kegiatan program E-KTP dengan SOP 

maksudnya adalah suatu kebijakan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan.  Sedangkan fragmentasi berkaitan 

dengan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-

kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara 

beberapa unit sehingga tugas-tugas yang harus 

dikerjakan tidak menumpuk pada satu orang saja. Dalam 

pembahasan   ini dapat disimpulkan bahwasannya bentuk 

kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri 

tentang program E-KTP adalah dengan melakukan 

pelaksanaan program KTP secara elektronik yang 

sebelumnya adalah KTP manual. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

disimpulkan, setelah peneliti mengkaji pengawasan 

Ombudsman dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten 

Kendal dan implikasi terhadap tertib administrasi 

kependudukan, telah membuka cakrawala baru dalam 

memahami lembaga Ombudsman sebagai lembaga 

pengawasan terhadap pelayanan publik, maka dengan ini 

penulis sampaikan beberapa saran: 

1. Masyarakat melalui Ombudsman dapat melakukan 

laporan dugaan maladministrasi, hal tersebut berguna 

untuk mencegah dan memberantas penyelewengan 

yang terjadi dilingkungan masyarakat. 

2. Ombudsman RI perwakilan provinsi Jawa Tengah 

sebaiknya: 

a. Harus lebih menjalin koordinasi bersama 

masyarakat kabupaten Kendal karena banyaknya 

kurangnya informasi masyarakat terhadap cara 

pelaporan dan ketidak pahamnya terkait kasus 

maladministrasi.  

b. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan 

dalam hal pelayanan publik, karena di Kabupaten 

Kendal pelayanan berada di zona kuning, dan 

juga daerah lain dibawah kewenangan 

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. 

c. Harus lebih meningkatkan eksistensi di kalangan 

masyarakat dengan melalui pendekatan, agar 

masyarakat dengan mudah melaporkan masalah  

atas dugaan maladministrasi yang terjadi dalam 

pelayanan publik. 
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Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

 

Gambar 1 dan 2, Wawancara Bersama Ibu Elyna Noor Dina 

Nazla selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi   

Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 
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Gambar 3 

 

Gambar 4 

 

Gambar 3 dan 4, Wawancara Bersama Bapak Achmed Ben Bella 

selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 
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Gambar 5 

 

 
Gambar 6 

 

Gambar 5 dan 6, Wawancara Bersama Bapak Sabarudin Hulu 

Selaku Kepala Keasistenan Oemeriksaan Laporan Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 
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Gambar 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 

 

 

Gambar 7 dan 8, Wawancara dengan Ibu WPR Dewi Selaku Kasi 

Pelayanan Umum Kecamatan Kendal. 
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Gambar 9 

 
Gambar 10 

 

Gambar 9 dan 10, Wawancara dengan Ibu Siti Farida Selaku 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah 
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Lampiran 3 Dokumentasi Struktur Bagan Yang Ada Di 

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Dan Kecamatan Kendal 

 

 
Gambar 1. Bagan Organisasi Ombudsman Jawa Tengah 

 

 
Gambar 2. Flayer Ombudsman tentang Lapor Ombudsman 



 
 

106 
 

 

 
Gambar 3. Bagan Tahap-Tahap penyelasaian pengaduan di 

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah 

 

 
Gambar 4. Bagan Legalisasi Pelayanan di Kecamatan Kendal 
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Gambar 5. Bagan Alur Pelayanan Kecamatan Kendal 

 

 
Gambar 6. Bagan Standar Operasional Pelayanan. 
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Lampiran 4 Dokumentasi Bagan yang Ada di Dinas 

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 

 

 

Gambar 1. Alur Pelayanan 
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Gambar 2. Alur Pelayanan Online 
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Gambar 3. Flayer Berorientasi pelayanan 
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Gambar 4. Flayer 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi 
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Gambar 5. MMT Persyaratan Pengurusan Dokumentasi 

Kependudukan 
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Gambar 6. Flayer Informasi 

 
Gambar 7. Pelayanan E-KTP 
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Lampiran 5 Dokumentasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa 

Tengah Melakukan Pengawasan di Dinas Kependudukan Catatan 

Cipil Kabupaten Kendal dan Sosilisasi, Koordinasi di Kecamatan 

Kendal. 

 

Gambar 1 
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Gambar 2 

Gambar 1 dan 2, Ombudsman RI melakukan Pengawasan dan 

Monitoring Terhadap pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan 

Catatan Sipil Kabupaten Kendal. 
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Gambar 3. Ombudsman Melakukan Sosilisasi dan Koordinasi 

tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Kendal. 
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Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset 
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3. PENDIDIKAN FORMAL 

a. Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 1 Weleri 

b. Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 3 Weleri 

c. Tahun 2006-2012 : SD Negeri 1 Penyangkringan 

4. PENGALAMAN ORGANISASI 

a. Anggota Taekwondo UKM-Universitas UIN Walisongo 

Semarang 2019 

b. Koordinator Divisi Pengkaderan UKM-FKHM (Forum 

Kajian Hukum Mahasiswa) 2 Periode, Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2021 

c. Anggota WSC (Walisongo Super Club) UKM Olahraga 

UIN Walisongo Semarang 2020 

mailto:Regapratama1410@gmail.com

